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ABSTRAK

M.Rafly Yuliansyah Zein, 2025: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri
Terhadap Kasus Perceraian Atas Perselingkuhan Melalui Media Sosial Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)
Kata Kunci: Putusan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan, Media sosial

Penelitian ini membahas analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kediri
Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr terkait perceraian akibat perselingkuhan melalui
media sosial. Fenomena perselingkuhan digital, khususnya melalui aplikasi
WhatsApp, semakin sering menjadi pemicu retaknya rumah tangga di Indonesia.
Masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan
keputusan dalam kasus ini, serta bagaimana pandangan hukum yang berlaku dan
hukum Islam melihat keputusan tersebut.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam
menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial
di Pengadilan Agama Kediri No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr?, 2. Bagaimana pandangan
hukum positif terhadap putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian
yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri
No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr? 3.Bagaimana pandangann Hukum Islam terhadap Putusan
Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan
lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?. Dengan
tujuan penelitian: 1.Untuk Menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim untuk
menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial
di Pengadilan Agama Kediri No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr, 2.Untuk Mengetahui
pandangan hukum Positif terhadap putusan hakim untuk menyelsaikan perkara
perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama
Pengadilan Agama Kediri N0.0277/Pdt.G/PA.Kdr, 3.Untuk Mengetahui hukum
Islam terhadap putusan hakim untuk menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan
perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan, agama, Pengadilan Agama Kediri
No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr

Penelitian ini menggunakan ‘metode - nermative - legal (yuridis, normatif)
dengan * pendekatan * peraturan “perundang-undangan - (statue - approach) dan
pendekatan studi kasus (case approach). Data yang digunakan meliputi bahan hukum
utama, yakni keputusan pengadilan dan'undang-undang, serta bahan hukum sekunder
yang terdiri dari tulisan hukum dan penelitian sebelumnya.

Majelis hakim menetapkan perceraian karena terbukti terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan, dengan perselingkuhan
melalui media sosial sebagai pemicu utama, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP
No0.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam penentuan hak asuh anak,
hakim tidak menjadikan perpindahan agama sebagai dasar pencabutan hadhanah,
melainkan mengutamakan prinsip kemaslahatan anak berdasarkan Pasal 105 KHI,
sehingga anak tetap diasuh oleh ibu yang memiliki kedekatan emosional dan tidak
terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan anak. Secara keseluruhan, putusan
ini mencerminkan sinkronisasi antara fakta persidangan, norma hukum positif, dan
prinsip hukum Islam seperti kaidah al-dharar yuzal, serta menunjukkan bagaimana
perselingkuhan digital menjadi tantangan baru dalam penyelesaian perkara rumah
tangga di peradilan agama.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Diberi bentuk
sempurna dan diberi akal pikiran, oleh karena itu, tujuan diciptakannya
manusia salah satunya menjadi khalifah di bumi ini, seperti yang telah

dijelaskan dalam surah al Bagarah ayat 30 yang berbunyi :
z .),’:Eo/‘:&/// . Erag o . w700 8 737
oo b Jatl ‘3JU dacls il @ Jele gl Sl F15 JB 3G

i

—n\

Lgla VUJU _I.A.d-c_mu;- ;La,d| 55 Ld Sy

- 2757 7
Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku
hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan
menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuiji-
Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui,” (QS.Al — Bagarah

2:30)°
Namun, pada dasarnya manusia diciptakan untuk membantu meningkatkan
potensi manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu lain.
Karena manusia perlu satu sama lain dan saling mendukung, mereka tidak bisa
bertahan hidup sendiri di dunia ini. Menurut Mc Clelland, afiliasi adalah

kebutuhan akan kehangatan dan dukungan dalam hubungan dengan orang lain.

Kebutuhan afiliasi mendorong tingkah laku untuk berteman dan bersosialisasi,

2 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ).6



berinteraksi dekat, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan cara bersahabat
dan jatuh cinta.?

Allah SWT menciptakan pria dan wanita dengan tujuan agar mereka dapat
menjalin hubungan, saling menyayangi, meneruskan generasi, dan hidup
harmonis serta makmur melalui ikatan pernikahan. Pernikahan sendiri adalah
sunnatullah, yang berarti sebuah perintah dari Allah SWT dan juga Rasul-Nya.
Ini bukan sekadar dorongan nafsu semata, melainkan, bagi seseorang yang
telah menikah, ia sesungguhnya telah mengamalkan sebagian dari ajaran
agama Islam.*

Pernikahan, dalam arti yang berbeda, bisa dipahami sebagai sebuah ikatan
suci antara pria dan wanita. Mereka bergabung sebagai pasangan suami istri
untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.’ Hal ini terdapat dalam pasal 1
tahun 1974 Undang Undang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah perjanjian atau
akad yang kuat, yang disebut mitsaqon ghalidzan, di mana seorang ayah
menyerahkan putrinya kepada seorang pria. Tujuan dari pernikahan ini adalah
untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakan amal yang baik, serta
membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.®,

hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

275

® Robert A Baron dan Donn Byrne, Psikologi sosial, (Jakarta: Erlangga, 2003), Jilid 1, 274-

* Sidi Nazar Bakhry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Sakinah (Pedoman IImu

Jaya, 2001), 2

®> Undang Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan
® Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Dasar dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3



Dalam kehidupan pernikahan, tentu saja tidak selamanya suami dan istri
selalu sejalan dan rukun. Ada kalanya, bahtera rumah tangga diterpa berbagai
persoalan. Saat masalah ini muncul, tak jarang pasangan yang kesulitan
mencari jalan keluar memilih untuk berpisah. Keputusan cerai bukanlah hal
yang mudah dan seringkali menjadi pilihan terakhir ketika masalah tak
kunjung selesai. Beberapa pemicu yang bisa menyebabkan perpisahan antara
lain perselingkuhan, perbedaan prinsip yang mendalam, salah satu pihak
keluar dari agama Islam, serta masalah ekonomi.” Tentu saja, ada banyak
faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada keputusan untuk
mengakhiri pernikahan. Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyebutkan ada
tiga sebab putusnya perkawinan, yaitu karena adanya putusan pengadilan,
karena perceraian itu sendiri, dan karena salah satu pihak meninggal dunia.?

Sumpah setia yang diikrarkan seorang suami saat pernikahan acap kali
dilupakan begitu saja. Sang suami malah terjerat pesona wanita lain, yang
berujung pada jalinan asmara berupa perselingkuhan. Akan tetapi, bukan
berarti hanya suami yang melakukan perbuatan tidak terpuji ini. Banyak juga
istri yang kedapatan berselingkuhg.

Perselingkuhan merupakan dimana salah satu pasangan yang mana dari

salah satu dari mereka menciderahi komitmen, Yang paling parah dari

" Hilda Puja Asmara, “Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama
(Murtad) Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lm;j”,
(Skripsi,UIN KHAS Jember, 2

® Rasdjiji Lili, Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Bandung: Alumni, 1983), 71.

® Moh.Arhis Said S.Bulagi, “Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan
Perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS”,
(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta), 30.



pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah saat
salah satu dari mereka menjalin hubungan dengan orang yang dianggap
sebagai idaman lain.*

Seiring dengan pekembangan dan perubahan zaman, tantangan hidup
semakin rumit, dan sayangnya, angka perceraian juga terus meningkat dengan
berbagai alasan. Salah satu pemicu yang makin sering ditemui di era digital ini
adalah perselingkuhan yang bermula dari media sosial. Kemudahan akses dan
bebasnya berinteraksi dengan orang lain di dunia maya seringkali memicu
hubungan yang mengkhianati janji pernikahan. Hal-hal seperti berkirim pesan
pribadi, bertukar foto, bahkan menjalin hubungan asmara secara online
menjadi tanda-tanda perselingkuhan yang bisa merusak keharmonisan
keluarga.

Media sosial telah menjadi salah satu platform yang signifikan di mana
perselingkuhan bisa terjadi. Media sosial memberikan kemudahan akses untuk
berkomunikasi dengan orang lain di luar pasangan, baik secara publik maupun
privat. Fitur seperti pesan langsung (Direct massage) memungkinkan
pengguna untuk berinteraksi tanpa diketahui oleh pasangan mereka.
Anonimitas yang seringkali tersedia di media sosial juga bisa membuat
individu lebih berani melakukan tindakan yang mungkin tidak akan mereka
lakukan dalam kehidupan nyata. Platform media sosial memungkinkan
penggunanya untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang dari berbagai latar

belakang dan lokasi geografis. Hal ini memperluas kemungkinan untuk

' A. B. & Z. Afgan, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat," 20



terjadinya perselingkuhan, karena seseorang dapat dengan mudah menemukan
individu yang menarik perhatian mereka di luar lingkaran sosial yang
biasa.Individu yang merasa tidak puas dalam hubungan mereka mungkin
mencari pengakuan atau kepuasan emosional dari orang lain melalui media
sosial. Kurangnya perhatian atau kasih sayang dari pasangan dapat membuat
seseorang rentan terhadap godaan yang ditawarkan oleh interaksi di media
sosial.

Banyaknya pasangan yang awalnya menjalin pertemanan di dunia media
sosial seperti lupa dengan janji pernikahan. Sehingga dengan mudah
melakukan  komunikasi yang seharusnya tidak dilakukan bahkan
menjerumuskan perkawinannya di ambang perceraian. Pada dasarnya, media
sosial berperan sebagai sarana komunikasi. Namun, media sosial tidak hanya
terbatas pada fungsi interaksi, tetapi kerap kali dimanfaatkan untuk tujuan

yang negatif.™

Seperti yang terlihat, kadang-kadang media sosial
dimanfaatkan sebagai alat untuk berselingkuh oleh pasangan suami istri. Tentu
saja, ini bisa merusak keharmonisan dalam keluarga. Hubungan yang
seharusnya dijaga oleh setiap pasangan bisa berakhir dengan perceraian yang
disebabkan oleh media sosial. Ketidakharmonisan antara suami isteri inilah
yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi
disatukan hingga akhirnya menjadi sumber masalah dan berujung perceraian.

Perceraian adalah sebuah tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

Siapa pun dapat mengalaminya tanpa terkecuali. Syara’ berharap agar ikatan

1 Yenti Arsini, Hannisa Azzahra, Khairan Syahputra Tarigan, Irfan Azhari, “Pengaruh Media
Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja”, 23



pernikahan antara suami dan istri berlangsung selamanya, kecuali jika
terdapat alasan yang tidak bisa dihindari.'> Salah satunya adalah karena
kematian salah satu pasangan atau pihak lainnya. Dengan demikian, syara'
tidak menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang absolut dan juga tidak
menyederhanakan prosedur perceraian. Syara’ sendiri sebenarnya telah
mengakui dan mengizinkan perceraian jika hal tersebut dapat meningkatkan
kualitas hidup dibandingkan dengan mempertahankan hubungan
pernikahan.’®
Dampak perselingkuhan yang awalnya terjadi di dunia maya, terutama
media sosial, tidak hanya dirasakan secara emosional oleh pasangan, tetapi
juga memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam hukum Islam, perbuatan
tidak setia ini bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan perceraian. Hal ini
dijelaskan dalam pasal 116 KHI yang menegaskan bahwa zina atau
perselingkuhan adalah salah satu penyebab sah terjadinya perpisahan.
Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga mengakui perselingkuhan
sebagai dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan
Agama.**
Di Indonesia, jumlah perceraian yang disebabkan oleh perselingkuan lewat
media sosial semakin meningkat, salah satu contohnya adalah Putusan
No0.0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kediri.

Dalam kasus tersebut, seorang suami terbukti berselingkuh menggunakan

12 Badruddin Nasir, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai
Kunjang Kota Samarinda,” 12

3" Latif Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3

4 Kompilasi Hukum Islam pasal 116



aplikasi WhatsApp, dan bukti ini digunakan oleh sang istri untuk menggugat
cerai. Putusan yang dibuat oleh pengadilan dalam perkara ini patut untuk
diteliti lebih jauh, terutama berkaitan dengan landasan hukum yang diterapkan
dari perspektif hukum Islam dan hukum negara yang berjalan di Indonesia.
Karena alasan tersebut, riset ini dianggap penting untuk dilakukan. Tujuannya
adalah untuk mengetahui cara hakim melihat kasus perceraian yang terjadi
karena perselingkuhan di media sosial, dan bagaimana hukum Islam serta
hukum positif memandang hal-hal serupa. Diharapkan penelitian ini dapat
menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi
acuan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi
efek negatif media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

Karena itu, untuk bisa memahami dasar hukum dari keputusan hakim
dalam situasi ini, Kita perlu melihatnya dari cara pandang hukum Islam dan
juga aturan yang ada di Indonesia. Selain itu, kita ingin tahu mengapa hakim
setuju dengan permohonan cerai yang diajukan karena istri melakukan
perselingkuhan, peneliti mengangkat topik "ANALISIS PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KEDIRI TERKAIT PERCERAIAN KARENA
PERSLINGKUHAN DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN NO.0277/Pdt. G/2017/PA.

Kdr)". Kajian ini akan diuraikan dan dianalisis lebih lanjut dalam skripsi ini.



B. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian latar bekalang di atas, disini peneliti menemukan
permasalahan dan mengambil rumusan masalah,maka dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian
yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama
Kediri N0.0277/Pdt.G/PA.Kdr?

2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan Hakim dalam
menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat
media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?

3. Bagaimana pandangann Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam
menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat
media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh
peneliti adalah :

1. Untuk Menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim untuk
menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat
media sosial di Pengadilan Agama Kediri No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr

2. Untuk Mengetahui pandangan hukum Positif terhadap putusan hakim
untuk menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan
lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri

No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr



3. Untuk Mengetahui hukum Islam terhadap putusan hakim untuk
menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat
media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri
No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini termasuk informasi tentang kontribusi yang
akan diberikan setelah penelitian berakhir. Selain itu, ada juga penerapan
secara teori dan praktik, sebagi berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan
wawasan dalam bidang hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan
perceraian.

2. Manfaat praktis
a. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ide dan rekomendasi, serta
menjadi pedoman bagi hakim saat mengambil keputusan dan
menetapkan kasus, Khususnya yang berkaitan dengan perceraian.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman
orang-orang tentang perceraian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
agar orang-orang lebih berpikir sebelum memutuskan untuk bercerai dan

lebih bijak salam menggunakan media sosial.
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c. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman serta
mengidentifikasi gagasan mengenai keputusan hakim dalam menangani
kasus perceraian yang didasarkan pada perselingkuhan melalui Platform

Media Sosial.

E. Definisi Istilah
1. Analisis
Kata Analisis dalam KBBI adalah menyelidiki sesuatu secara
mendalam, entah itu tulisan, tindakan, atau kejadian apapun untuk mencari
tahu fakta sebenarnya, termasuk apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan
bagaimana runtutan kejadiannya. Proses ini juga melibatkan pemecahan
suatu topik besar menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa dipelajari satu
per satu. Kita juga perlu memahami bagaimana bagian-bagian ini saling
berhubungan agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

2. Putusan Hakim
Putusan merupakan suatu ungkapan yang disampaikan oleh hakim
sebagai pejabat negara di hadapan persidangan pengadilan, dengan
maksud untuk menyelesaikan atau menuntaskan suatu kasus atau sengketa
antara pihak-pihak yang terlibat.”> Dan sebuah konsep mengenai
keputusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sampai
diucapkan oleh hakim di hadapan sidang. Pada dasarnya, hasil yang

dibacakan tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis dalam

'> Undang — undang Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,Pasal 60 ayat (2).
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dokumen resmi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959
pada 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 pada 7 Maret 1962
memberikan arahan di antaranya: saat keputusan dibacakan, draf
keputusan harus sudah lengkap. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk
menghindari adanya ketidaksesuaian antara isi keputusan yang dibacakan
dan yang tertulis. Jika terdapat perbedaan antara yang dibaca dan yang
tercatat, maka yang berlaku adalah yang dibacakan karena keputusan
mulai berlaku saat dibacakan.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan secara filosofis dianggap
sebagai simbol kehormatan hakim. Simbol kehormatan seharusnya
menarik dan mempesona, serta menyenangkan untuk dilihat oleh mereka
yang sedang mencari keadilan. Dengan kata lain, keputusan hakim harus
mencakup tiga aspek pokok, yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan
(zwachmatigheit), dan kepastian hukum (rechtsecherheit). Ketiga hal ini
harus mendapatkan perhatian yang sama dari segi profesional, meskipun
dalam kenyataan dilapangan sering kali menjadi sulit untuk dilakukan..'®

3. Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
situasi di mana suami dan istri berpisah. Kata “berpisah” itu memiliki
makna “menyatakan talak atau menghentikan hubungan sebagai pasangan
suami istri. “Berdasarkan KUHPerdata pasal 207, perceraian adalah

putusnya atau pengakhiran suatu perkawinan melalui keputusan hakim,

1 Drs.H.Majhudi, M.H.I.,”Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, 28
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yang diajukan oleh salah satu pihak di dalam perkawinan tersebut
berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam hukum. Sebaliknya, istilah
perceraian tidak dijelaskan dalam undang-undang tentang perkawinan,
demikian juga dalam penjelasan dan aturan pelaksanaannya. Meskipun
tidak ada definisi yang baku mengenai perceraian, bukan berarti bahwa isu
perceraian ini sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan.
Sebaliknya, pengaturan mengenai perceraian justru memiliki porsi yang
paling besar. Ini semakin terlihat jelas ketika kita memeriksa peraturan-
peraturan yang mengaturnya.
. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan tidak setia atau hubungan
gelap antara seseorang dengan orang lain diluar hubungan resmi atau
komitmen monogami,seperti pernikahan atau hubungan jangka panjang.
Menurut Koentjoro, perselingkuhan merupakan tindakan tidak setia
terhadap pasangan resmi yang dapat menyebabkan luka hati pada
pasangan tersebut. Tindakan ini melibatkan seseorang dari pihak ketiga
yang menjadi pasangan baru, baik dengan perasaan atau tanpa, secara
nyata maupun dalam dunia maya. Secara perlahan atau secara bergantian,
mereka mungkin dapat membayangkan atau melaksanakan aktivitas
seksual tertentu dengan berbagai emosional dan tujuan yang berbeda,

sering kali didampingi dengan kompensasi dan dalam jangka waktu
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tertentu.'” Di pengertian lain menjelaskan bahwa Perselingkuhan adalah
salah satu perbuatan atau aktifitas di luar dari ikatan pernikahan yang
dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan, adapun demikian
perselingkuhan  dilakukan dengan cara menyembunyikan untuk

menghindari perilaku di luar lingkaran pernikahan®.

5. Media Sosial

Media Sosial adalah Platform Digital yang memungkinkan pengguna
berinteraksi,berbagai informasi,dan berkomunikasi dengan orang lain melalui
internet. Menurut KBBI, media sosial adalah laman atau aplikasi yang
memungkinkan penggunanya membuat dan berbagi konten atau terlibat
dalam jejaring sosial. Berdasarkan pendapat Shirky, media sosial berfungsi
sebagai sarana yang memperkuat kemampuan individu untuk berbagi,
berkolaborasi antara sesama pengguna, serta melaksanakan tindakan bersama
yang tidak terikat pada struktur institusi atau organisasi. Media sosial
berfokus pada menjadi individu yang autentik, yaitu orang-orang biasa yang
berbagi gagasan, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan karya,
berdiskusi, mencari teman baik, menemukan pasangan, serta membangun
suatu komunitas. Pada dasarnya, menggunakan media sosial membuat kita

bisa menjadi diri kita yang sebenarnya.™’.

" Abdul Aziz Ahmmad, All Aboud Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), 8

'8 Al-Atsary, A. S. Menikah untuk Bahagia Elex . (Jakarta: Media Komputindo, 2019), 122

% Rulli Nasrullah, Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11
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6. Hukum Islam
Hukum Islam adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran agama
Islam, di mana prinsip-prinsip dasar dan struktur hukumnya ditetapkan
langsung oleh Allah SWT melalui wahyu-wahyu-Nya yang tercantum dalam

20 Melalui

Al-Qur’an, selanjutnya diperjelas oleh Nabi Muhammad Saw.
tuntunan beliau yang saat ini telah disusun dalam buku-buku hadits. Ruang
lingkup hukum Islam tidak hanya mencakup pengaturan interaksi antara
individu dan masyarakat, tetapi juga meliputi hubungan antara manusia
dengan Tuhannya, dirinya sendiri, serta lingkungan dan alam sekitarnya. Hal
ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersifat menyeluruh
dan terintegrasi. Dasar yang berasal dari wahyu inilah yang secara mendasar
membedakan hukum Islam dari sistem hukum lainnya yang bisanya disusun
hanya berdasarkan logika manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak
hanya berperan sebagai panduan normatif untuk mengatur tatanan kehidupan
sosial, melainkan juga sebagai alat spiritual yang menghubungkan manusia
dengan dimensi transendental dan nilai-nilai moral universal.
7. Hukum Positif

Hukum positif, atau disebut juga sebagai ius constitutum, adalah

sekumpulan aturan dan norma hukum yang tertulis, yang saat ini sedang

diberlakukan dan memiliki kekuatan yang mengikat, baik secara luas maupun

terbatas, untuk digunakan oleh dan/atau melalui pihak pemerintah atau

20 Wahyudin Darmalaksana, Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis, ( Bandung:Sentra
Publikasi Indonesia, 2022), 8
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lembaga pengadilan di Indonesia..”* Hukum positif adalah hukum yang diakui
pada periode tertentu di dalam suatu negara tertentu. Dalam konteks
Indonesia, hukum positif juga diistilahkan sebagai hukum nasional Indonesia.
Hukum di Indonesia didasarkan pada filsafat positivisme. Positivisme hukum
adalah sebuah aliran pemikiran yang terpengaruh secara signifikan oleh
ajaran positivisme secara umum. Dengan demikian, pemahaman terhadap
positivisme hukum merujuk pada norma-norma positif dalam sistem
perundang-undangan yang ada. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang
berpendapat bahwa ilmu pengetahuan alam adalah satu-satunya sumber
pengetahuan yang sah dan menolak segala hal yang berhubungan dengan
metafisika.? Tidak ada ruang untuk spekulasi, semua harus berdasar pada
data yang dapat diuji. Positivisme merupakan bentuk empirisme yang, dalam
beberapa aspek, mencapai kesimpulan logis yang sangat ketat, karena segala
bentuk pengetahuan hanya dapat berasal dari pengalaman, sehingga tidak ada

ruang bagi spekulasi untuk diterima sebagai pengetahuan.?®

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini, penulis akan menyajikan ringkasan pembahasan
yang dibagi menjadi lima bab. Sekaligus dari awal hingga akhir bagian ini
mencakup Halaman Sampul Luar, Halaman Sampul Dalam, Halaman
Persetujuan Pembimbing, Halaman Persetujuan Tim Penguji, Halaman Motto,

Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, Halaman

1|, Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.
(Bandung: PT. Alumni, 2008), 56
2 £ Budi Hardiman, “Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang
Meto;iSe IImiah dan Prolema Moderitas, Kanisius,” 45
Ibid
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Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Halaman Daftar Gambar, dan Halaman Daftar
Lampiran. Untuk lebih jelasnya mengenai kelima bab sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Yakni pendahuluan menjabarkan latar belakang permasalahan, rumusan,
tujuan, dan manfaat penelitian, sub bab dari manfaat penelitian ada dua yakni
mafaat secara praktis dan teoritis, selanjutnya definisi istilah kemudian
sistematika pembahasannya.
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Pada bab menguraikan terkait tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan
dimana hal ini mempunyai dua sub bab yakni, penelitian terdahulu serta kajian
teori menyangkut judul penelitian.
BAB 111l METODE PENELITIAN
Menjabarkan mengenai metode penelitian dari jenis dan pendekatan,
lokasi, dan subyek penelitian, teknik pengumpul data, analisa data, keabsahan
data, serta tahapan penelitian.
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS
Menjelaskan hasil dari penelitian dengan pembahasan mendalam tentang
isu yang telah diuraikan serta saran untuk semua pihak yang terkait dengan topik
yang diteliti.
BAB V PENUTUP
lalah bab penutup yang berisikan atas simpulan dan saran. Dengan
kesimpulan tersebut berupa hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya daftar Pustaka dan lampiran-lampiran selaku pendukung.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Dari telaah pustaka yang peneliti lakukan ada beberapa Karya ilmiah
memuat skirpsi,tesis,disertasi,artikel yang dimuat di jurnal imliah, terkait
analisis putusan hakim tentang perceraian dengan beralasan perselingkuhan,
berikut tinjauan umum tersebut:

1. Skripsi dari MOH.Arhis Said S.Bulagi, Universitas Muhammadiyah
Jakarta tahun 2022 tentang “Perselingkuhan melalui media sosial sebagai
alasan perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta
N0.503/Pdt.G/2019/PA.JS)**. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian
ini memiliki persamaan,yaitu didalamnya membahas tentang bagaimana
hakim memutus perkara tentang perceraian yang beralasan perselingkuhan
lewat media soisal dan juga pengaruh media sosial terhadap keharmonisan
keluarga.

Namun ada perbedaan dari penelitian terdahulu dan peneliti ini
adalah penelitian yang sedang dikaji berbeda dengan penelitian
sebelumnya,dimana didalam penelitian ini untuk pembahasannya berfokus
dalam  putusan  hakim  dengan  mengacu dalam  putusan
No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr,yang dimana kasus perceraian yang beralasan

perselingkuhan lewat media sosial ,berbeda dengan penelitian terdahulu

* MOH. Arhis Said S.Bulagi “Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian
Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta No.503/Pdt.G/2019/PA.JS”,(Skripsi Universitas
Muhammadiyah Jakarta, 2022), 3

17
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yang mengacu pada putusan pengadila agama jakarta selatan nomer
503/Pdt.G/2019/PA.JS
2. Skirpsi dari Indira Larasti,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo
tahun 2020 tentang “ Tinjauan Hukum Islam tehadap Perceraian
disebabkan perselinguhan lewat Media sosial.“*> Didalam penelitian
sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitain ini yaitu terletak pada
fokus penelitian yang membahas tentang perceraian yang beralasan
perselingkuhan lewat media sosial
Akan tetapi ada perbedaan didalamnya,yaitu didalam penelitian
terdahulu memuat perselingkuhan dan dampaknya terhadap perceraian,
menyoroti pelanggaran kepercayaan serta konsekuensi moral dan
sosialnya. Media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp, disebut sebagai
faktor yang memfasilitasi hubungan tidak pantas yang berujung pada
konflik perkawinan, sedangkan didalam penelitian ini lebih berfokus pada
putusan hakum dalam memutus kasus perceraian yang beralasan
perselingkuhan lewat media sosial
3. Skirpsi dari Hasan Wira Yudha, Universitas Islam Negri Sultan Syarif
Kasiam Riau Tahun 2024 tentang “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial
Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Di
Pengadilan Agama Pekanbaru”. Didalam penelitian ini membahas tentang
hubungan antara perselingkuhan dan perceraian, dengan fokus pada

bagaimana pelanggaran kepercayaan dapat menyebabkan berakhirnya

% Indira Larasti, “Tinjauan Hukum Islam tehadap Perceraian disebabkan perselinguhan lewat
Media sosial,” (Skirpsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo,2020),3
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pernikahan. Media sosial, khususnya WhatsApp, dianggap berperan dalam
memfasilitasi perselingkuhan dan meningkatkan konflik perkawinan.
Selain itu, penelitian ini membahas aspek hukum perceraian dalam Islam,
termasuk syarat dan prosedurnya, dengan menekankan pentingnya
persetujuan bersama dan komunikasi yang jelas. Studi ini juga menyoroti
dampak sosial perceraian, baik bagi individu maupun komunitas, serta
perlunya dukungan bagi mereka yang mengalami gangguan
perkawinan.Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang
peneliti lakukan,yakni dari segi fokus penelitian,yang mana fokus
penelitiannya adalah spesifik pada perselingkuhan melalui WhatsApp,
mengeksplorasi bagaimana platform ini menjadi alasan perceraian dan
bagaimana kasus tersebut diputuskan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu menelaah analisis putusan
hakim, yang berarti lebih berfokus pada pertimbangan hukum dan dasar
keputusan yang diambil dalam kasus perceraian akibat perselingkuhan
melalui media sosial secara umum.

. Jurnal dengan Judul “PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH
MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI”. Ditulis oleh Alfan Haydar
Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira Universitas Negeri
Semarang tahun 2023. Jurnal ini menjelaskan tentang meneliti dampak
media sosial terhadap hubungan perkawinan, terutama dalam kaitannya
dengan perselingkuhan dan perceraian. Penelitian ini menganalisis

konsekuensi hukum dan emosional dari perselingkuhan yang terungkap
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melalui media sosial serta peran platform tersebut dalam mengekspos
perilaku curang. Menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif, studi
ini menggali pengalaman subjektif individu yang menghadapi perceraian
akibat penggunaan media sosial. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi
dampak sosial perceraian, termasuk tekanan emosional pada keluarga dan
anak-anak. Akhirnya, studi ini bertujuan memberikan wawasan bagi
pembuat kebijakan dan pendidik dalam merancang langkah-langkah
pencegahan untuk menjaga stabilitas perkawinan.?® Penelitian yang ditulis
oleh Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira
terdapat perbedaan dari penelitian yang di teliti oleh peneliti, yaitu dari
pendekatan yang diterapkan,untuk pendekatan yang diterapkan oleh jurnal
ini yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif untuk
memahami pengalaman subjektif individu yang mengalami perceraian
akibat media sosial. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis dalam
skrpsi ini yaitu menerapkan pendekatan dengan studi kasus hukum atau
normatif, menelaah putusan hakim dan dasar pertimbangan hukum dalam
perceraian akibat perselingkuhan di media sosial.

5. Jurnal yang berjudul “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran
Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran”. Ditulis oleh
Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahaya Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara tahun 2023. Jurnal ini meneliti dampak media

sosial terhadap perkawinan, khususnya bagaimana penggunaan yang tidak

26 Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira “Perceraian Di Era Digital:
Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi”. (Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2023), 3
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bijak dapat memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian di
Pengadilan Agama Kota Kisaran. Beberapa faktor penyebab utama
perceraian adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), judi online, dan masalah ekonomi yang berawal dari media sosial
seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp®’. Perbedaan dari
jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada objek
penelitian,untuk objek penelitian di jurnal ini lebih luas cakupannya
karena meneliti semua jenis pertengkaran yang dipicu oleh media sosial.
Sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti itu lebih spesifik dalam
membahas kasus perselingkuhan yang terbukti melalui media sosial.

Untuk mempermudah dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji

dalam penelitian ini simak dan cermati tabel berikut in;

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
No Nama Judul Persamaan Perbedaan
1 | Moh.Arhis ‘| Perselingkuhan Didalamnya membahas ' | Terdapat pada kajian
Said melalui media sosial | tentang bagaimana putusan,dan yang di kaji
S.Bulagi sebagai alasan hakim memutus perkara | dalam penelitian
perceraian (Analisis tentang perceraian yang | terdahulu adalah putusan
(2022)
Putusan beralasan nomer
PengadilanAgama perselingkuhan lewat 503/Pdt.G/2019/PA.JS,
Jakarta media soisal dan juga | sedangkan yang dikaji di
No0.503/Pdt.G/2019/P | pengaruh media sosial | skirpsi ini adalah putusan
AJS) terhadap keharmonisan | No0.0277/Pdt.G/PA.Kdr
keluarga
2 | Indira Tinjauan Hukum pada fokus penelitian Di Penelitian terdahulu
Larasti Islam tehadap yang membahas itu memuat

Perceraian disebabkan

tentang perceraian yang

perselingkuhan dan

2" Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahaya “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat
Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran,”1.
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(2020)

perselinguhan lewat
Media sosial

beralasan
perselingkuhan lewat
media sosial

dampaknya terhadap
perceraian, menyoroti
pelanggaran kepercayaan
serta konsekuensi moral
dan sosialnya. Sedangkan
di penelitian ini lebih
berfokus pada putusan
hakum dalam memutus
kasus perceraian yang
beralasan perselingkuhan
lewat media sosial

Hasan
Wira
Yudha,
(2024)

Perselingkuhan
Melalui Jejaring
Sosial Whatsapp
Sebagai Alasan
Perceraian Studi
Kasus Terhadap
Putusan Di Pengadilan
Agama Pekanbaru

Keduanya sama sama
membahas tentang
bagaimana hakim
memutus perkara
perceraian yang
beralasan
perselingkuhan lewat
media sosial

Dari segi fokus
penelitian,yang mana
fokus penelitiannya
adalah spesifik pada
perselingkuhan melalui
WhatsApp, mengeksplorasi
bagaimana platform ini
menjadi alasan perceraian
dan bagaimana kasus
tersebut diputuskan di
Pengadilan Agama
Pekanbaru. Sedangkan fokus
penelitian peneliti yaitu
menelaah analisis
putusan hakim, yang
berarti lebih berfokus
pada pertimbangan
hukum'dan dasar
keputusan yang diambil
dalam kasus perceraian
akibat perselingkuhan
melalui media sosial
secara umum

Alfan
Haydar
Najmuddin,
Nur
Khamimah
Naifa
Salma
Ufaira

PERCERAIAN DI
ERA DIGITAL:
PENGARUH MEDIA
SOSIAL DAN
TEKNOLOGI”

Meneliti terkait
perceraian dan alasan
perceraian lewat media
sosial

pendekatan yang
diterapkan oleh jurnal ini
yaitu menggunakan
pendekatan
fenomenologis kualitatif
untuk memahami
pengalaman subjektif
individu yang mengalami
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(2023)

perceraian akibat media
sosial. Sedangkan
penelitian yang akan
peneliti tulis dalam skrpsi
ini yaitu menerapkan
pendekatan dengan studi
kasus hukum atau
normatif, menelaah
putusan hakim dan dasar
pertimbangan hukum
dalam perceraian akibat
perselingkuhan di media
sosial.

Indira
Aprilia
Sani.
Sahmiar
Pulungan,
Nurcahaya
(2023)

“Analisis Putusnya
Perkawinan Akibat
Pertengkaran Karena
Media Sosial di
Pengadilan Agama
Kota Kisaran”

Sama sama membahas
tentang permasalah
lewat media sosial dan
putusan hakim terkait
perkara perceraian

Dari jurnal ini dengan
penelitian yang akan
diteliti yaitu terdapat
pada objek
penelitian,untuk objek
penelitian di jurnal ini
lebih luas cakupannya
karena meneliti semua
jenis pertengkaran yang
dipicu oleh media sosial.
Sedangkan untuk
penelitian yang akan
diteliti itu lebih spesifik
dalam membahas kasus
perselingkuhan yang
terbukti melalui media
sosial

B. Kajian Teori

1. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan sebuah

pernyataan dari hakim yang ditulis dan disampaikan di dalam sidang yang

terbuka untuk publik, bertujuan untuk menyelesaikan atau menutup suatu
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kasus serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukti, dan
pelaksanaan.”®

Menurut Drs. H. A. Mukti Arto SH, “Putusan itu adalah sebuah
pernyataan yang dibuat oleh hakim dan diumumkan di depan umum,
sebagai hasil dari proses pemeriksaan sengketa.”?
Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH. , menjelaskan tentang keputusan yang lebih
mendalam sebagai berikut: “Putusan dikenal sebagai vonnis (dari bahasa
Belanda) atau al-Qada’ (dari bahasa Arab), yang merupakan hasil dari
pengadilan agama di mana terdapat dua pihak yang berseteru dalam suatu
kasus, yaitu penggugat dan tergugat. Hasil pengadilan seperti ini biasanya
disebut sebagai hasil peradilan yang sesungguhnya atau Yurisditio
contentiosa.”®.
Q Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
dinyatakan bahwa sebuah keputusan dan penetapan hakim hanya dianggap
valid dan memiliki kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang yang
terbuka bagi publik. Keputusan itu perlu dicatat dalam bentuk tulisan dan
disampaikan oleh hakim dalam sidang yang publik atau terbuka, sebagai
hasil dari tahapan penyelidikan suatu tuntutan. Dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang tidak

ditemukan definisi rinci tentang “putusan hakim", melainkan hanya

28

Aris  Prio Agus Santoso,Dkk, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta:

PUSTAKABARUPRESS, 2023).105
® Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata di pengadilan agama, (Yogyakarta:Pustaka,2005),

245,

% Rayhan A rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 1991),
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ketentuan mengenai apa saja yang wajib dicantumkan dalam sebuah

putusan. Para ahli hukum memberikan tafsir sebagai berikut:

1) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan yang diambil
oleh hakim merupakan ungkapan dari hakim sebagai pejabat resmi
yang memiliki wewenang, yang diutarakan dalam proses persidangan,
bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri pertikaian antara
pihak-pihak yang terlibat.

2) Rubini dan Chaidir Ali mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu
akta penutup dari suatu upaya perkara, berupa vonis yang berisi
kesimpulan sebab-akibat dari suatu kasus™'.

Dalam Rancangan Undang-Undang Acara Perdata Tahun 2006

(Bab I Pasal 1 Angka 5) dijelaskan bahwa: "Keputusan pengadilan

merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh hakim dalam bentuk tulisan

dan disampaikan dalam sidang yang terbuka atau publik bagi masyarakat,
bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri suatu tuntutan.”

Kesimpulannya, putusan hakim merupakan pernyataan hukum™berbentuk

tertulis yang dibacakan di persidangan terbuka, sebagai tindakan

mengakhiri atau menyelesaikan sengketa hukum tertentu. Asas-asas

penting dalam putusan hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178

HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, adalah:*?

1) Memuat alasan yang rinci dan jelas.

2) Mengadili semua bagian gugatan yang diajukan.

%! Rubini dan Chaidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata (Bandung: Alumni, 1974), 105.
%2 Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di
Pengadilan”, 46



26

3) Tidak mengizinkan melebihi dari tuntutan yang dimohonkan.
4) Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
Sifat putusan pengadilan selalu berupa Condemnatoir yaitu Putusan yang
menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, membayar, atau
melaksanakan kewajiban tertentu ataupun bersifat Constitutief yang
artinya Putusan yang menciptakan atau mengubah suatu keadaan hukum
tertentu. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat,
dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat diperintahkan
pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi.*®
b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Menurut Pasal 196 Ayat (1) RBg mengatur tentang putusan
pengadilan, dan pada Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 46-68 Rv, Pasal 180
HIR, dan Pasal 191 RBg*, dalam Sistem hukum acata perdata,putusan
hakim dapat dibedakan berdasarkan dua aspek utama yaitu:
1) Aspek Hadirnya Para Pihak

Berdasarkan hadirnya para pihak, terdapat 3 jenis putusan,antara lain;
a) Putusan Gugatan Gugur
Berdasarkan Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, gugatan
dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir dalam sidang
yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah dan tanpa menunjuk

wakil untuk hadir.

% Rayhan A rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama",195.
% Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Putusan Pengadilan, (Jakarta:Sinar Grafika), 873
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b) Putusan Verstek
Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 78 Ry,
apabila tergugat tidak hadir pada hari persidangan tanpa alasan
sah dan tanpa menunjuk wakil, maka hakim dapat menjatuhkan
putusan tanpa kehadirannya.*®
¢) Putusan Contradictoir

1) Putusan ini dijatuhkan dalam sidang di mana kedua belah
pihak hadir secara langsung.

2) Dapat pula dijatuhkan jika hanya salah satu pihak hadir saat
putusan diumumkan, namun sebelumnya pernah hadir dalam
proses persidangan.

2) Aspek Sifat
Jika dilihat dari sifatnya, putusan pengadilan dapat dibagi
menjadi 2 yaitu;

a) Putusan Declatoir
Putusan declaratoir merupakan kategori keputusan hakim
yang hanya mengungkapkan atau menentukan suatu situasi hukum.
Misalnya, hakim menyatakan bahwa tuntutan penggugat memang
benar atau menyatakan bahwa tanah yang dipermasalahkan secara
hukum benar milik penggugat. Putusan ini tidak memerintahkan
siapa pun untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya menjelaskan atau

menegaskan status hukum dari suatu hal.

% R. Tresna, Komentar HIR (Jakarta: Pradnya paramita, 1984),129.
% Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Putusan Pengadilan, (jakarta: Sinar Grafika), 888
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b) Putusan Akhir
Putusan akhir adalah keputusan yang dikeluarkan oleh
hakim di akhir proses persidangan, setelah seluruh pemeriksaan
terhadap pokok perkara selesai dilakukan. Berbeda dengan putusan
sela yang dikeluarkan di tengah-tengah jalannya sidang, putusan
akhir menjadi penutup dari seluruh rangkaian proses hukum.
Dalam situasi ini, hakim melaksanakan tugasnya sebagai otoritas
peradilan untuk menyelesaikan dan menuntaskan konflik antara
pihak-pihak yang terlibat secara menyeluruh.
c. Kekuatan Putusan Hakim
Dalam perkara perdata, putusan pengadilan memiliki tiga jenis
kekuatan hukum, yaitu :
1) Kekuatan Mengikat
Yaitu keputusan itu wajib diikuti oleh semua orang yang terlibat
dalam kasus ini, termasuk keluarga atau siapa saja yang menerima hak
dari orang yang terlibat.>’
2) Kekuatan Pembuktian
Artinya, keputusan tersebut bisa dipakai sebagai bukti karena telah
diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan telah ditandatangani

secara sah.

%7 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori serta Praktek (Jakarta: Djambatan-
Inkultra Foundation, 1998), 82.
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3) Kekuatan Eksekutorial
Putusan dapat dilaksanakan dengan cara paksa jika pihak yang
kalah tidak mau melakukannya dengan sukarela. Namun, tidak semua
putusan bisa dieksekusi; hanya putusan yang bersifat menghukum
(condemnatoir) yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui
mekanisme hukum.*
2. Pengadilan Agama
a) Pengertian Pengadilan Agama
Secara etimologis, istilah pengadilan merujuk pada majelis atau
dewan yang menjalankan fungsi mengadili suatu perkara. Dalam
pengertian yang lebih luas, istilah ini juga bisa berarti mahkamah atau
gedung tempat sidang berlangsung.* Sementara itu, pengadilan agama
adalah penerjemahan dari istilah Belanda Godsdienstige Rechtspraak,
yang mengindikasikan pengadilan yang didasarkan pada norma agama.
Sementara 1tu, peradilan agama mengacu pada suatu proses atau
mekanisme pencarian keadilan serta penyelesaian sengketa hukum
berdasarkan ketentuan agama, khususnya Islam.
Dalam UU No. 3 Tahun 2006, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa
"Pengadilan Agama adalah pengadilan untuk masyarakat yang beragama
Islam™. Ini berarti, pengadilan agama merupakan bagian dari sistem

peradilan di Indonesia yang memiliki fokus khusus, yaitu menangani

%8 Rayhan A rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15
% Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: balai Pustaka, 2008), 13.
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kasus-kasus yang melibatkan masyarakat Muslim.* Pengadilan agama
sendiri merupakan institusi resmi negara yang berada di bawah
Mahkamah Agung, dan tergolong sebagai pengadilan khusus, sama
halnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.*

Sebagai institusi peradilan yang berada di tingkat awal, pengadilan
agama memiliki tanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan
memutuskan kasus-kasus yang diajukan oleh masyarakat, baik berupa
gugatan maupun permohonan. Semua perkara yang masuk wajib diproses
melalui pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu sebelum dapat
diajukan ke tingkat banding atau kasasi. Dengan demikian, tidak
diperbolehkan mengajukan perkara secara langsung ke Pengadilan Tinggi
Agama tanpa melalui tahapan pengadilan agama di tingkat pertama.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-Undang yang
menyebutkan bahwa pengadilan dilarang untuk menolak dalam
memeriksa dan memutuskan suatu kasus hanya karena alasan hukum
tidak ada atau tidak jelas. Artinya, pengadilan wajib menjalankan
fungsinya untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.
Kewenangan yuridis pengadilan agama meliputi penyelesaian perkara-
perkara perdata yang berkaitan dengan umat Islam, seperti masalah
perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah, yang semuanya

diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.*

0 M. Idris ramulyo, Beberapa Masalah mengenai Hukum Acara Perdata Peradilan Agama,
(Jakarta: ind Hill Co, 1999), 12.

! Rayhan A rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15.

#2 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Pasal 49
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b) Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan Agama mencerminkan jejak sejarah perkembangan
hukum Islam di Indonesia. Institusi ini awalnya muncul dalam bentuk
tahkim, yaitu sistem penyelesaian sengketa melalui mediator, yang
berkembang seiring masuknya para pedagang Muslim ke wilayah
Nusantara. Seiring terbentuknya komunitas-komunitas Muslim, sistem
ini berkembang menjadi Ahl Halli wa al- ‘4¢di, yakni badan musyawarah
yang bertugas menyelesaikan persoalan masyarakat berdasarkan ajaran
Islam. Selanjutnya, institusi ini berkembang menjadi tawliyah, atau
lembaga peradilan resmi yang ditunjuk oleh penguasa Muslim, seperti
yang terlihat dalam Pengadilan Surambi di Kerajaan Mataram Islam.
Model ini kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Banten,
Cirebon, dan Aceh.

Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama secara formal
mulai diatur melalui Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152. Ketentuan ini
menetapkan bahwa Pengadilan Agama dibentuk berdampingan dengan
Landraad (pengadilan sipil kolonial), dengan wilayah hukum yang sama,
umumnya mencakup satu wilayah kabupaten. Pengadilan Agama
memiliki wewenang untuk menangani masalah yang berhubungan
langsung dengan hukum Islam, seperti pernikahan, perceraian, pemberian

mabhar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, pewarisan, hibah, wakaf, dan
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pengelolaan Baitul Mal. Namun, aturan ini hanya diterapkan di daerah
Jawa dan Madura.®®

Kewenangan absolut Pengadilan Agama kemudian ditegaskan
kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49,
dengan ruang lingkup perkara yang serupa dengan yang tertuang dalam
Staatsblad 1882.** Adapun kewenangan relatif atau yurisdiksi
wilayahnya diatur dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, yaitu berada di
ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum mencakup seluruh kabupaten
atau kota madya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
kewenangan absolut Pengadilan Agama mengalami perluasan. Melalui
Pasal 49, pengadilan ini juga diberi wewenang untuk menangani perkara-
perkara ekonomi syariah, menjadikannya bagian integral dari sistem
hukum peradilan agama.

Salah satu indikator meningkatnya pengaruh hukum Islam dalam
sistem hukum - positif adalah kebijakan integrasi seluruh- lembaga
peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan ini membuka ruang
yang lebih luas bagi syariat Islam untuk berkembang sesuai kebutuhan
umat. Contoh paling nyata terlihat di Provinsi Aceh, yang secara resmi
menerapkan syariat Islam yang mencakup hukum perdata dan pidana

Islam.

3 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), 10-11

* Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), 117
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¢) Tugas Hakim dalam Pengadilan Agama

Pasal 1 ayat (8) KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim adalah
pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk mengadili.” Dalam perspektif syariat Islam, hakim merupakan
individu yang diangkat oleh pemimpin untuk menyelesaikan perkara-
perkara hukum perdata ketika lembaga peradilan yang berwenang tidak
dapat menjalankan fungsinya.* Lebih lanjut, definisi hakim juga terdapat
dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang menerangkan bahwa hakim mencakup
mereka yang berfungsi di Mahkamah Agung dan semua badan peradilan
di bawahnya, baik dalam ranah peradilan umum, peradilan agama,
militer, administrasi negara, maupun pengadilan khusus lainnya dalam
konteks peradilan ini. Sementara itu, Pasal 1 ayat (9) KUHAP
menyatakan bahwa kewenangan hakim adalah untuk mengadili, yang
mencakup serangkaian tindakan seperti menerima, memeriksa, dan
memutus perkara pidana berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan
keadilan dalam proses hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.“®

Fungsi utama hakim adalah menjaga objektivitas dalam menyaring
dan menilai semua informasi yang disampaikan para pihak di
persidangan, tanpa menambah atau mengurangi isi keterangan tersebut,

terutama dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, pencarian

% Zainal Arifin Hossein, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, (Yogyakarta: Imperium,
2013), 52
*® M. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (PT. Bina lImu, 1993), 29.
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kebenaran oleh hakim bahkan tidak dibatasi hanya pada apa yang
dilakukan oleh terdakwa.*’

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (yang
menggantikan UU No. 14 Tahun 1970), hakim memiliki beberapa
kewenangan penting, yaitu:

1) Menjatuhkan putusan demi keadilan yang berlandaskan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

3) Dalam menilai seberapa berat atau ringan suatu hukuman, hakim
harus memperhatikan karakter positif dan negatif dari terdakwa.*®
Hakim juga tidak diperbolehkan untuk menolak kasus yang

diajukan kepadanya, walaupun kasus itu belum atau tidak diatur dengan
jelas dalam undang-undang. Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009
menegaskan bahwa pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan
memutus setiap perkara, meskipun hukum yang mengatur belum tersedia
secara lengkap.”® Dalam kondisi seperti ini, hakim harus mampu
menemukan dan menetapkan hukum melalui penalaran hukum yang
bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, literatur fikih klasik dan

kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, serta nilai-nilai Islam yang

" Masrur Huda, Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Perma No. 1
Tahun 2020 Jo Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, (Surabaya: CV. Global Aksara Pers), 203.

“8 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman

9 Dahlan Sinaga, Kemandirian serta Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam
Negara Hukum, (Yogyakarta: Nusamedia, 2018), 125.
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berlaku dalam masyarakat. Semua itu dapat dijadikan sebagai pedoman
atau yurisprudensi dalam menangani perkara-perkara serupa.*

Dalam proses pembentukan dan penemuan hukum, peran hakim
menjadi sangat sentral. Namun, dalam perkara perdata, hakim bersifat
lebih pasif. Tugas utamanya adalah mendukung individu yang mencari
keadilan dengan mengatasi berbagai rintangan yang mereka temui, tanpa
menambah atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan. Artinya,
hakim hanya diperbolehkan untuk meninjau dan mengambil keputusan
mengenai perkara dalam batas-batas sengketa yang telah ditentukan oleh
pihak-pihak yang terlibat.>*

3. Perceraian
a) Pengertian Perceraian

Berdasarkan pendapat R. Subekti, perceraian adalah akhir dari
hubungan pernikahan yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan atau
atas permintaan salah satu pasangan selama mereka masih menikah.?
Sementara itu,” secara etimologis, kata "perceraian" dalam bahasa
Indonesia berasal dari kata "cerai,” yang berarti pemisahan, tindakan
memisahkan diri antara suami dan istri, perpecahan, atau proses
mengakhiri pernikahan.

Dalam ilmu fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak atau

firgoh. Kata "talak" berasal dari "itlag,” yang berarti melepaskan atau

%0 Wildan Suyuthi Musthofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013),67.

*! Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata serta Contoh Dokumen Litigasi,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

°2 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Kencana, 2010), 42
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meninggalkan.*® Secara terminologi dalam syariat, talak diartikan sebagai
pelepasan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri.
Dalam pengertian bahasa, talak berarti menghapuskan, melepaskan, atau
mengakhiri, sedangkan dalam istilah, talak mengacu pada pemutusan
hubungan pernikahan dan berakhirnya relasi antara suami dan istri.>

Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perceraian didefinisikan
sebagai berakhirnya ikatan pernikahan yang disebabkan oleh perceraian
yang dapat terjadi melalui talak atau melalui permohonan perceraian,>
dan KHI pada pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat
dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
Agama mencoba dan tidak berhasil untuk menengahi kedua belah
pihak.®

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
khususnya pasal 38, disebutkan bahwa pernikahan dapat berakhir karena
sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi meninggalnya salah satu
suami atau istri, adanya proses perceraian yang sah, serta adanya putusan
yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan.®’ Selanjutnya, di Undang-
Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, tepatnya pada pasal 39 ayat 1
dan 2, diterangkan bahwa proses perceraian cuma bisa dilaksanakan

didepan Sidang Pengadilan. Itu pun setelah Pengadilan terkait sudah

>3 Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat, (Padang: IAIN IB Press, 2013), 9.

> Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, Figh Munakaht 11, (Yogyakarta: Teras 2009), 19.

*® Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan
Badan Peradilan Agama)

* Ibid

>’ Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38
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berupaya, tapi sayangnya gagal, untuk merukunkan kembali suami istri
tersebut.. Untuk melaksanakan perceraian, perlu ada alasan yang cukup,
bahwa pasangan suami istri tersebut tidak dapat hidup harmonis sebagai
suami istri.”®
b) Dasar Hukum Perceraian
1) Menurut Hukum Islam

Islam melihat bahwa tujuan utama dari menikah adalah untuk
menciptakan kehidupan berkeluarga yang tahan lama, yang didasari
oleh cinta, perhatian, dan saling memahami antara pasangan. Karena
itu, Islam melarang bentuk perkawinan yang dimaksudkan hanya untuk
sementara waktu atau semata-mata demi pemuasan hawa nafsu, tanpa
adanya komitmen jangka panjang.

Namun demikian, meskipun syariat telah memberikan panduan
yang ideal, kenyataannya tidak semua pasangan mampu mewujudkan
kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam
perjalanannya, tidak jarang timbul permasalahan dalam rumah tangga,
seperti kesalahpahaman, ketidakpatuhan terhadap kewajiban masing-
masing, hingga hilangnya rasa saling percaya. Hal ini bisa memicu
ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, terlebih jika keduanya
tidak lagi memiliki visi dan persepsi yang sejalan.Beberapa masalah
rumah tangga dapat diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi,

sehingga hubungan kembali harmonis. Namun, dalam banyak kasus,

%8 |bid.
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permasalahan justru semakin memburuk, menyebabkan pertengkaran
yang terus-menerus dan perasaan saling benci. Apabila pernikahan
sudah tidak lagi memberikan ketenangan, kedamaian, dan harapan
untuk diperbaiki, maka Islam memberikan jalan keluar yang sah
melalui mekanisme talak atau perceraian, sebagai solusi terakhir untuk
menghindari kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga.>
Ketentuan perceraian tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur’an sebagai

berikut:

m‘ 2 i S
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Artinya:Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan
kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan

adalah  Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Bijaksana.(Q.S. An Nisa’:130)%°

Ayat ini menegaskan bahwa jika hubungan suami istri sudah tidak
bisa dipertahankan dan perceraian menjadi pilihan terakhir, maka tidak
perlu takut akan masa depan.” Allah- memastikan bahwa setelah
perceraian, kedua belah pihak, suami dan istri, akan tetap mendapatkan

anugerah dan rezeki dari-Nya.

Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun pelaksanaannya
tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Perceraian hanya bisa
terjadi jika ada alasan yang sangat pening dan mendesak, dan setelah

mencoba berbagai cara terlebih dahulu untuk menjaga agar keluarga

% Kamal Mukhtar, Azas-asaz Islam Tentang Perkawinan, (Yogakarta: Bulan Bintang,

1993),157

% Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 99
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tetap utuh. Jika segala usaha tersebut tetap tidak berhasil menyatukan
kembali hubungan suami istri, maka perceraian dipandang sebagai jalan

terakhir yang dapat diambil.®*

Adapun dasar diperbolehkannya talak atau perceraian itu dituang

dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 232 yang berbunyi :

¢ 8. "% . Egh AR s gy e e P o
531 (5 o Gaglhaxs Sb Slal Galld (LT all 15
)

2 P - 4 2 > 2 . f £ . }’/9‘ - a, - 1
DL ok A OF g cay B 5 SIS Ol 50 15575 1)

g

L ster A E st _sge CsloE Ao _oE 3 2 E e L3
(29 O3l N ol ol A5 bl 2T (512805 o N1l

Artinya:Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.®

Para ulama' figih sepakat bahwa perceraian diperbolehkan dalam
Islam. Secara rasional, ini bisa dimengerti karena perceraian dapat
menjadi jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak

harmnis lagi dan tidak bisa dilanjutkan dengan baik.
2) Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian atau talak diatur oleh

beberapa aturan yang menjadi dasar hukum. Salah satu yang sangat

81 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang
Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty),105

82 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 37
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penting adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai
Perkawinan. Aturan ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan melalui jalur pengadilan, setelah hakim berusaha untuk

menengahi kedua pihak namun tidak membuahkan hasil.

Selain itu, perceraian juga perlu memiliki alasan yang jelas dan
kuat bahwa pasangan tidak dapat lagi hidup harmonis. Aturan ini
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang
memberikan informasi lebih lengkap tentang bagaimana cara
mengajukan perceraian dan langkah-langkah yang harus dilalui di
pengadilan. Bagi pasangan beragama Islam, ketentuan perceraian juga
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116,
yang menyebutkan beberapa alasan sah untuk bercerai, seperti
perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan
pasangan tanpa alasan, atau adanya pertengkaran yang terus-menerus.
KHI juga menyatakan bahwa seorang:suami-yang. berkeinginan untuk
menceraikan istrinya diwajibkan untuk mengajukan permohonan cerai
talak kepada Pengadilan Agama agar proses perceraian dilakukan

dengan cara yang sah dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam
UU No.1 tahun 1974 dan KHI tidak menjelaskan secara jelas apa itu
perceraian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjelasan tersebut
biasanya berkaitan dengan kitab-kitab figih yang telah ada sebelumnya.

Namun, secara tidak langsung, istilah ini dapat dipahami dari pasal 114
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KHI yang menyatakan bahwa "Keputusan mengenai pernikahan yang
muncul akibat perceraian dapat dilakukan melalui talak atau

berdasarkan pengajuan perceraian."®

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
dalam hukum Peradilan Agama di Indonesia, terdapat dua kategori

perceraian yang diakui, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a) Cerai talak merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan
yang diajukan oleh suami. Ketentuan ini secara implisit tertulis
dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
mengenai Perkawinan dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yang menjelaskan bahwa suami bisa meminta untuk
mengajukan cerai di depan pengadilan agama.®*

b) Cerai gugat merupakan metode untuk mengakhiri hubungan
pernikahan. yang diajukan oleh' pihak -istri dengan mengajukan
permahonan  perceraian— ke, dalam pengadilan agama. 'Ketentuan
tentang hal tidak langsung dibahas dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan juga Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini menunjukkan bahwa seorang
istri berhak untuk meminta perceraian jika ada alasan yang sudah

diakui oleh hukum.®®

% Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Dirjen Bimas Islam,
1991., BAB XVI, Pasal 114

® Abdul Manan dan Fauzan, Pokok-pokok Hukum perdata wewenang Peradilan
Agama,(Jakarta: PT Raja Grafido Persada,2002),28

® Ibid., 51
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Menurut pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 115
KHI, sebuah pernikahan akan berakhir atau dianggap putus jika
diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama. Hal ini terjadi setelah
Pengadilan mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi
gagal. Pernikahan bisa dibubarkan jika ada alasan yang cukup kuat
yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak bisa rukun lagi.

Sebagaimana ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga
keutuhan rumah tangga dan tidak mudah melakukan perceraian
meskipun dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah sebagaimana
disebutkan dalam hadits,prinsip serupa juga tercermin dalam ketentuan
hukum nasional. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, khususnya pada Pasal 1, yang menyatakan bahwa :
“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. " ®

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia juga
memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan diupayakan
untuk berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian hanya dijadikan
sebagai jalan terakhir ketika tidak ada lagi kemungkinan untuk

mempertahankan rumah tangga.

1-2

% Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),
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Dari istilah ikatan lahir dan batin serta kebahagiaan yang abadi,
kita bisa mengerti bahwa prinsip pernikahan adalah untuk selamanya
dan tidak boleh ada perceraian.®’

c) Penyebab putusnya perkawinan

Perkawinan dapat berakhir karena berbagai alasan, baik yang
berasal dari pihak suami maupun istri. Para ulama klasik telah
merumuskan beberapa penyebab perceraian, termasuk Imam Syafi’i yang
menjelaskan bahwa selain talak, pernikahan juga dapat putus karena
khulu’, fasakh, syiqaq, nusyuz, ila’, dzihar, dan li’an. Penjelasan
mengenai penyebab-penyebab ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah
ini:
1) Khulw’

Menurut istilah dalam fikih, khulu’ adalah proses perceraian yang
diminta oleh perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau
barang kepada suaminya agar mau menceraikannya. Uang atau
barang ini bisa jadi adalah mahar yang sudah diberikan oleh suami,
harta, atau hal lain yang disetuji bersama.

Dalam mazhab Syafi’i, khulu’ dianggap sebagai bentuk talak ba’in
sughra, yang berarti pasangan tidak bisa rujuk kecuali dengan akad
dan mahar baru. Menurut Abu Zahrah, khulu’ memiliki dua makna,

yaitu makna umum dan makna khusus. Dalam pengertian umum,

87 Mohd. Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam,Suatu Analisis dari Undang undang No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004) 134.

%8 Amiur Nurudin, Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana,2006),208.
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khulu’ merujuk pada perceraian yang terjadi ketika istri memberikan
sejumlah harta kepada suaminya sebagai tebusan untuk berpisah.
Perceraian ini dapat diungkapkan dengan lafaz khulu’, mubaro’ah,
atau talak. Definisi ini lebih banyak digunakan oleh para ulama
kontemporer. Sementara itu, dalam pengertian khusus, khulu’ hanya
merujuk pada perceraian dengan lafaz khulu’ secara eksplisit.

Pendapat ini lebih umum digunakan oleh ulama terdahulu (salaf).®

Khulu adalah kesepakatan untuk bercerai yang dibuat oleh suami
dan istri dimana istri meminta perceraian tersebut. Sebagai gantinya,
istri memberikan sejumlah uang atau barang yang diserahkan kepada
suaminya., sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al
Bagarah 2 : 229

a
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Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami
dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan
istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum
Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak
mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya
tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri)
untuk menebus dirinya. ltulah hukum-hukum Allah, maka

% Muhammad Abu Zahrah, Ahwal Syahkshiyyah, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), 329



45

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar
hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim. "

2) Fasekh
Secara bahasa Fasekh berasal dari bahasa arab yaitu “Z-é “ Yang
artinya bodoh, kurang cerdas, membatalkan, memisahkan, mengurai,
membagi, hancur atau merobek.” Secara terminologis, kata fasakh
dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas, yakni merujuk pada
pembatalan suatu akad dalam berbagai konteks. Tidak hanya berlaku
dalam urusan pernikahan, tetapi juga mencakup pembatalan akad
dalam muamalah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan
perceraian’’. Terkait dengan arti fasakh sebagai pengakhiran
hubungan pernikahan, hal ini mengacu pada kerusakan dan
pembatalan perjanjian nikah..”> Menurut al-Zuhaili, Fasakh adalah
rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan
kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.”74
Menurut Hamid Sarong, fasakh adalah salah satu alasan yang

menyebabkan putusnya pernikahan, yaitu dengan membatalkan atau

mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah berlangsung.” Dan juga

" Kementerian Agama, R. |. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 36

™ AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,
2007), 1054

2 Mursyid Djawas Amrullah Fawwaz Bin Adenan “Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah
Imam Al-Ghazali”, 99

"3 Siti Zalikhah Md. Nor, Jika Sudah Habis Jodoh, (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005),
41.

"4 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz’ 7, (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985),348

> A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan
PeNA, 2010), 143.
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dalil yang di gunakan sebaai dasar hukum fasekh antaranya mengacu

pada surat QS.An-Nisa’ ayat 23-24 :
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Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),
maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
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diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi
pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan
juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan
dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)
mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu
nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap
sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.””®

3) Syigaq

Syigag merujuk pada konflik mendalam antara pasangan yang
berpotensi mengarah pada berakhirnya hubungan pernikahan.
Perselisihan ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, tetapi
mencerminkan = ketegangan ' yang - signifikan - dalam pernikahan,
sehingga sering kali memerlukan campur-tangan pihak ketiga untuk
mencari solusi. Syigag biasanya muncul karena adanya perbedaan
pemahaman, nilai, atau fungsi dalam keluarga yang sulit disetujui
oleh kedua pihak. Dalam perspektif hukum Islam, syigaq dianggap
sebagai kondisi serius yang memerlukan mediasi dari pihak luar,

seperti hakim atau anggota keluarga yang dihormati, guna membantu

® Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ) 81-82
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pasangan menemukan jalan damai.”” Namun, jika upaya mediasi
tidak berhasil dan konflik terus berlanjut tanpa titik temu, maka
perceraian menjadi solusi terakhir yang ditempuh setelah semua
usaha rekonsiliasi dilakukan.

Konsep syigaqg dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an yang
menekankan pentingnya menyelesaikan konflik rumah tangga
melalui mediasi. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4:35) yang
berbunyi:
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Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di
antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga
laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.
Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian),
niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”78

Ayat diatas mengarahkan agar setiap pihak dalam pernikahan
yang bermasalah mengirim seorang mediator dari keluarganya untuk
membantu menyelesaikan perselisihan. Tujuan dari proses ini adalah

untuk menemukan solusi yang adil dan mempertahankan keutuhan

rumah tangga sejauh mungkin.

Hukum  Islam  mengakui  bahwa  perselisihan  yang

berkepanjangan dapat merusak pernikahan, sehingga diperlukan

" Masri, Masri. "Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syigaq Dalam Perspektif Hukum Islam:
Sebab, Dampak, Dan Solusi." 72-84.

® Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 84
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intervensi yang sistematis guna mengembalikan keharmonisan. Al-
Qur’an menegaskan bahwa jika kedua mediator memiliki niat yang
tulus untuk mendamaikan pasangan, maka bantuan dan bimbingan

dari Allah akan membantu mereka mencapai tujuan tersebut.

Dalam yurisprudensi Islam, penyelesaian syigaq mengikuti
tahapan yang jelas, dimulai dari mediasi dan, jika tidak membuahkan
hasil, dapat berujung pada perceraian sebagai langkah terakhir.
Prosedur ini dirancang untuk menjamin keadilan bagi kedua belah

pihak serta meminimalkan dampak negatif dari perpisahan.

Pengenalan syigaq sebagai isu yang serius mencerminkan
prinsip Islam yang lebih luas dalam menjaga stabilitas keluarga dan
kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, Islam menekankan
perlunya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam
pernikahan, guna memastikan bahwa hubungan rumah tangga dapat

dipertahankan selama masih memungkinkan.

4) Nusyuz
Nusyuz merujuk pada sikap membangkang atau ketidaktaatan
salah satu pasangan dalam menjalankan kewajiban pernikahan, yang
dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.”® Dalam konteks

istri, nusyuz terjadi ketika ia menolak untuk mematuhi suaminya,

™ Bagus Kusumo Hadi, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, M.
Natsir Asnawi. “Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyeselaian
Dalam Normatif Yuridis,” 3
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baik dalam aspek keintiman, dukungan emosional, maupun tanggung
jawab rumah tangga. Sementara itu, pada suami, nusyuz tercermin
dalam kelalaian terhadap kewajibannya, seperti tidak memberikan
nafkah atau mengabaikan kebutuhan emosional istri, yang dapat
menimbulkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai. Konsep ini
berlaku bagi kedua belah pihak, menegaskan bahwa pernikahan
didasarkan pada tanggung jawab bersama. Jika tidak segera
diselesaikan, nusyuz dapat berkembang menjadi konflik yang lebih
serius, seperti syigaq, yang berpotensi mengancam keutuhan
keluarga. Nusyuz telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’
ayat 34 yang berbunyi:
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Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-
laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena
mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari
hartanya. Maka perempuan-perempuan Yyang saleh
adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri
ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga
(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat
kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur
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(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.
Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari_ ala_san untuk mg}gg/usahkannya. Sungguh,
Allah Mahatinggi, Mahabesar.

5) lla’

Ila" adalah jenis janji dalam pernikahan di mana seorang suami
berjanji untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya
untuk periode waktu tertentu, biasanya sebagai bentuk kemarahan
atau ketidakpuasan.®* Dalam hukum Islam, ila' dianggap sebagai
bentuk ekspresi sah dari keluhan suami, namun harus dilakukan
dengan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif yang
berkepanjangan bagi istri maupun hubungan pernikahan secara
keseluruhan. Jika suami tetap bersikeras mempertahankan
sumpahnya tanpa rekonsiliasi, hal ini dapat berujung pada
perceraian. Oleh karena itu, konsep ila’ menekankan pentingnya
komunikasi® dan penyelesaian konflik. dalam rumah tangga, agar
ketidakpuasan tidak berkembang menjadi keterasingan permanen
yang dapat merusak keharmonisan' pernikahan. Dasar hukum

pengaturan /la’ tedapa pada Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 226-

227:

8 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ) hal 84

8 Az-zuhaili, W. (2011). Figih Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan. Talak, Khulu,
Meng-ila Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari
Al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 286
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Artinya :“Bagi orang yang meng-ila® Istrinya harus menunggu
empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada
istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang (226). Dan jika mereka berketetapan hati
hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Mengetahui. (227)%

lla' memberi suami hak untuk menetapkan periode tertentundi
mana ia menahan diri dari hubungan intim dengan istrinya, biasanya
sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau kemarahan. Jangka
waktu ini menjadi penentu apakah rekonsiliasi dapat terjadi atau
perlu diambil langkah lebih lanjut. Setelah periode tersebut berakhir,
suami diharapkan kembali menjalankan kewajibannya dalam
pernikahan atau menghadapi konsekuensi, termasuk kemungkinan
perceraian jika ia menolak berdamai. Jika suami tetap mengabaikan
hak “istri;. maka “istri memiliki hak ' untuk mencari penyelesaian
hukum, termasuk mengajukan gugatan cerai. Ketentuan hukum ini
bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak agar tidak terjadi
ketidakadilan dalam pernikahan. Oleh karena itu, dialog terbuka dan
komunikasi yang efektif sangat diperlukan selama masa ila' untuk

menyelesaikan konflik yang mendasarinya, karena perpisahan yang

8 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 36
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berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan emosional bagi kedua
pasangan.
6) Dzihar

Dzihar merupakan sumpah dalam hukum Islam di mana seorang
suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram
dinikahi, sehingga secara simbolis menangguhkan hubungan suami
istri. Biasanya, tindakan ini muncul sebagai bentuk ekspresi
ketidakpuasan atau tekanan emosional dalam pernikahan.®® Dalam
yurisprudensi Islam, dzihar dianggap sah jika diucapkan dengan niat
menyampaikan keluhan. Namun, suami harus memahami
konsekuensi dari sumpah ini, karena jika tidak diselesaikan dengan
benar, dapat berdampak serius pada kelangsungan pernikahan. Al-
Qur’an memberikan panduan terkait dzihar, menekankan bahwa
suami wajib berdamai dengan istrinya atau menghadapi konsekuensi
hukum, termasuk perceraian, jika ia tidak kembali menjalankan
kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan
pentingnya tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Lebih dari
sekadar persoalan pribadi, dzihar memiliki implikasi hukum yang
melindungi  hak-hak istri dan mendorong suami untuk
mempertimbangkan ulang tindakannya sebelum membuat keputusan
yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Dasar hukum adanya

Dzihar terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 2 :

8 Az-zuhaili, W. (2011). Figih Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan. Talak, Khulu, Meng-
ila Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari Al-Figh
al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani., 2011), 506
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Artinya : ”Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya,
(menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri
mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah
perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya
mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan
yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha
Pemaaf, Maha Pengampun "

7) Ian

Li'an adalah prosedur hukum dalam Islam yang memungkinkan
seorang suami menyangkal status ayah dari seorang anak dengan
bersumpah, sementara sang istri juga berhak bersumpah untuk
membela dirinya dan menegaskan kesetiaannya.®> Proses ini
bertujuan untuk menangani tuduban perselingkuhan dengan cara
yang adil serta- melindungi hak kedua belah pihak. Dalam
pelaksanaannya,  suami harus menyatakan tuduhannya dengan
sumpah sebanyak empat kali, menegaskan bahwa ia berkata jujur.
Sebagai tanggapan, istri juga dapat bersumpah untuk menyangkal
tuduhan tersebut. Jika proses li'an ini selesai, pernikahan secara
otomatis berakhir, dan anak yang dipermasalahkan dianggap sebagai

tanggung jawab istri. Aturan ini menekankan pentingnya kejujuran

8 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 542
5 Gifriana, Eka, "Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." 251.
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dan akuntabilitas dalam pernikahan, memastikan bahwa keputusan
diambil berdasarkan prinsip keadilan. Dasar hukum li’an terdapat

pada Al-Qur’an surat An-Nur ayat 6-7 yang berbunyi :
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Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina),
padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri
mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu
ialah empat kali bersumpah dengan (hama) Allah, bahwa
sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar(6).
Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan
menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.”®
Dasar hukum menurut undang undang tentang Li ‘an terdapat dalam :
e Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab IX
pasal 44
¢ Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 87 dan Pasal 88
e Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 126
d) Macam-Macam Talak

1. Tinjauan Hukum Islam

Ada beberapa jenis perceraian menurut Hukum Islam diantaranya:

8 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 350.
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a) Talak Raj’i

Talak Raj’i merupakan jenis perceraian di mana suami dapat
kembali kepada istrinya tanpa perlu mengadakan akad baru, asalkan
masih berada dalam masa iddah. Rujuk ini tetap dapat dilakukan
meskipun istri tidak setuju. Ketentuan ini berlaku setelah jatuhnya
talak pertama atau kedua, selama bukan termasuk talak baa'in, dan
dilakukan sebelum masa iddah berakhir.®’

Masa iddah memberikan kesempatan bagi suami untuk
merenungkan keputusannya sebelum perceraian menjadi final. Dalam
periode ini, suami masih mempunyai hak untuk merujuk atau kembali
kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru, selama belum mencapai
talak tiga. Jika talak telah dijatuhkan tiga kali, maka perceraian
menjadi bersifat permanen (talak baa’in) dan tidak dapat dibatalkan.
Proses talak raj’i menekankan pentingnya komunikasi dan
rekonsiliasi, memberi waktu bagi pasangan untuk menyelesaikan
masalah sebelum mengambil keputusan akhir. Oleh karena“itu, suami
harus menyampaikan niat rujuknya dengan jelas agar tidak terjadi
kesalahpahaman yang dapat memperumit hubungan mereka di
kemudian hari. Dasar hukum dalam talak raj’i dijelaskan dalam Al-

Qur’an surat Al-Bagarah ayat 229 :

87 Az-Zuhaili, W. Figih Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan. Talak, Khulu, Meng-ila
Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari Al-Figh
al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani,2011) 379
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Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami
dapat)88 menahan dengan baik, atau melepaskan dengan
baik

b) Talak Ba’in

Talak ba’in adalah jenis perceraian yang tidak bisa diruju' lagi,
kecuali jika ada pernikahan baru walaupun dalam masa Dhukul (talak
yang terjadi sebelum ada hubungan intim setelah menikah).®® Talak
Ba’in sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Talak Ba’in Sughra
Talak Ba’in Sughra adalah Talak yang mana suami tidak
boleh ruju’ kembali ke mantan istrinya, Tetapi suami
diperbolehkan untuk menikahi kembali mantan istrinya dengan
akad baru tanpa perlu melalui muhallil..*
2. Talak Ba’in Kubra
Seperti halnya Talak Ba’in Sughra, pernikahan ini sudah
berakhir dan suami tidak bisa kembali kepada istrinya selama
masa iddah atau menikah lagi. Namun, untuk talak Ba’in Kubra,
ada aturan tertentu, yaitu istri harus terlebih dahulu menikah

dengan pria lain dalam ikatan yang resmi. Dan suami yang baru

8 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 36

8 |brahim Muhammad al-Jamal, Figh al-Mar’ah al-Muslimah,(Semarang: CV Asy-Syifa,
1986), 411.

% Amir Syarifudin,Hukum perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta: Kencana,2007), 221
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menyetubuhinya denga hakiki (Dukhulan Hakikiyah).”Kemudian
suamianya tersebut menceraikanya atau meninggal dunia, dan
masa iddah istri dari suami kedua ini telah berakhir.** Dalil
tentang talak Ba’in Kubra sudah dijelaskan oleh Allah yang

tertuang dalam surat Al-Bagarah ayat 230 yang berbunyi :
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Artinya :“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya

sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian

jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada

dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri)

untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada
orang-orang yang berpengetahuan.”®

-
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2. Tinjauan Hukum Positif
Ditinjau dalam Hukum Positif perceraian itu terbagi menjadi dua yaitu
a) Cerai Talak adalah seorang suami yang berniat untuk menceraikan
istrinya wajib mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan
Agama. Permohonan tersebut dimaksudkan agar pengadilan

menjadwalkan sidang guna menyaksikan pengucapan ikrar talak

%1 Rifqi Qowiyul Iman, Joni, Artikel Talak Raj’i, dan Talak Ba’in Dalam Kajian Fiqih, 4

%2 Tihami,Sohari Sahrani, Figih Munakahat: Kajian Figih Nikah Lengkap,(Jakarta:Rajawali
Pers,2009) 290

% Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 36
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secara sah di hadapan Majelis Hakim,* hal ini termuat dalam pasal

66 UU No.7 tahun 1989 tentang pengadilan agama
b) Cerai Gugat adalah Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri,

baik secara langsung maupun melalui kuasanya, harus didaftarkan
di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat
tinggal istri (penggugat). Namun, aturan ini tidak diterapkan jika
istri dengan sengaja pergi dari tempat tinggal bersama tanpa
persetujuan suaminya (tergugat). Dalam situasi ini, gugatan harus
diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan alamat tergugat, hal ini
tercantum dalam pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 mengenai
pengadilan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur secara rinci
mengenai Klasifikasi jenis-jenis talak, sebagaimana tercantum dalam
Pasal 118 hingga Pasal 120. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Talak
dibagi menjadi tiga jenis, yaitu talak raj’i, talak ba’in sughra, dan talak
ba’in kubra.*®

Talak raj’i adalah perceraian pertama atau kedua yang
memungkinkan suami untuk kembali bersama istrinya selama masa
iddah, tanpa harus akad ulang. Talak ini masih memberi ruang bagi
suami istri untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga.

Sementara itu, talak ba’in sughra adalah bentuk talak yang tidak

memperbolehkan rujuk selama masa iddah, namun bekas suami masih

% pasal 66 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang pengadilan agama
% Nur Khamidiyah ‘“Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri
Selingkuh,” (Skirpsi, Universitas Islam Negeri Malang), 60
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dapat menikahi kembali istrinya melalui akad nikah baru. Sesuali

dengan Pasal 119 ayat (2) KHI, talak ba’in sughra mencakup talak

yang terjadi sebelum pasangan menikah (gabla al-dukhul), talak yang
dilakukan dengan pembayaran tebusan oleh istri atau yang dikenal
dengan khulu’, serta talak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.®®

Adapun talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi setelah suami
menjatuhkan talak sebanyak tiga kali. Dalam kasus ini, mantan suami
tidak diperkenankan untuk kembali menikahi mantan istrinya, Kecuali
jika mantan istri sudah menikah dengan pria lain, lalu bercerai setelah
mereka berhubungan sebagai suami istri. (ba’da dukhul), dan telah
selesai menjalani masa iddah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
mencegah penyalahgunaan hak talak dan menjaga kehormatan
institusi pernikahan.

Selain tiga jenis talak yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat
Juga pembagian talak berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu talak
sunni dan talak bid’i senbagai berikut:

1) Berdasarkan Pasal 121 KHI, yang dimaksud dengan talak sunni
adalah Talak yang diberikan oleh suami kepada istri ketika istri
berada dalam keadaan bersih (tidak sedang haid) dan sebelum
terjadinya hubungan suami istri selama masa suci itu. Talak jenis

ini diperbolehkan secara syar’i karena sesuai dengan tuntunan

% pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukim Islam
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Nabi Muhammad SAW, dan tidak menimbulkan kemudaratan
dalam masa iddah.

2) Sementara itu, Pasal 122 KHI menyebutkan bahwa talak bid’i
adalah talak yang dijatuhkan dalam kondisi yang tidak sesuai
dengan syariat, yaitu Saat istri mengalami menstruasi, atau dalam
keadaan bersih tetapi telah berhubungan saat dalam keadaan
bersih itu.’” Talak seperti ini dilarang dalam ajaran Islam, karena
bertentangan dengan kaidah-kaidah figh dan dapat menimbulkan
ketidakjelasan dalam perhitungan masa iddah serta mengganggu
proses rekonsiliasi.

4. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna
untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar berbagai jenis konten, seperti
teks, gambar, video, dan siaran langsung.®® Keberadaannya telah
mengubah cara orang berinteraksi, membuka ruang untuk diskusi publik,
aktivisme, serta berbagi informasi dan perspektif yang beragam. Selain
sebagai sarana jejaring sosial, media sosial juga digunakan untuk
pemasaran dan membangun komunitas.

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah media sosial adalah platform media
yang berfokus pada eksistensi pengguna dan memungkinkan mereka untuk
berkolaborasi dan beraktifitas. Oleh karena itu, media sosial dapat

dianggap sebagai medium (fasilitator) online yang membangun hubungan

" Kompilasi Hukum Islam Pasal 122
% Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, Handbook Of Research Of Effective Advertising
Strategies In The Social Media Age, (Cambridge: 1GI Global, 2016), 338
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sosial dan hubungan antar pengguna.®® Media sosial, menurut Kottler dan
Keller, adalah media di mana pengguna berbagi teks, gambar, suara, video,
dan informasi dengan orang lain.*®

Kaplan dan Haenlein menjelaskan bahwa media sosial adalah
sekelompok aplikasi yang ada di internet dan dibuat berdasarkan konsep
web 2.0 yang berfungsi sebagai platform evolusioner yang memungkinkan
penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna.'®*

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa media
sosial adalah tempat bersosialisasi yang terdiri dari aktivitas berbagi
informasi, teks, gambar, dan video, serta elemen lainnya. Dengan bantuan
internet, orang bersosialisai satu sama lain dan dengan orang lain.

a) Kilasifikasi Media sosial

Saat ini,berbagai platform media sosial begitu banyak yang di gunankan
oleh masyarakat,akan tetap Kaplan dan Haenlein membagi media sosial
menjadi enam bagian antara lain:**?
1) Jejaring sosial

Platform yang dimaksudkan untuk menghubungkan orang, seperti
teman, keluarga, atau kolega. Facebook dan LinkedIn adalah
contohnya, yang memungkinkan pengguna membangun dan

memperluas jaringan sosial mereka.

% Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi,” 54

199 phjlip Kottler dan Kevin Lane Keller, Handbook Of Research Of Effective Advertising
Strategies In The Social Media Age, (Cambridge: 1GI Global, 2016), 338.

% Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, Social Media: Back To The Roots And Back To
The Future, (Paris: ESCP Europe, 2010), 101.

1% 1bid. 11-12
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2) Platform Berbagi Konten
Tempat pengguna dapat mengunggah dan mencari berbagai jenis
konten, seperti foto dan video. Instagram dan YouTube, yang lebih
fokus pada tampilan visual, adalah contoh populernya.
3) Microblogging
Fitur yang memungkinkan pengguna berbagi ide atau berita dalam
bentuk pesan singkat di platform ini. Contoh yang paling umum adalah
Twitter dan facebook, di mana pengguna sering membagikan update
cepat dan singkat.*®
4) Forum Diskusi
Ruang online di mana orang dapat mengajukan pertanyaan, berbagi
informasi, atau berbicara tentang berbagai topik. Dua contoh terkenal
dari jenis ini adalah Reddit dan Quora.
5) Jaringan Profesional
Platform berfokus pada pengembangan karir dan dunia Kkerja.
Pengguna dapat membangun hubungan dengan profesional,
membagikan resume, dan mencari pekerjaan’®. Dalam kategori ini,
LinkedIn adalah yang paling banyak digunakan.
6) Aplikasi Perpesanan

Aplikasi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung

melalui teks, suara, dan video. Salah satu aplikasi yang paling umum

193 Sjti Makhmudah, Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja, (Nganjuk:
Guepedia, 2019), 32

104 Mardhiyyah Ulfa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai
Penyebab Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-
2018,” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 86
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digunakan untuk percakapan pribadi maupun grup adalah WhatsApp
dan Telegram.
b) Pengaruh Media Sosial bagi Hubungan Keluarga
Media Sosial memiliki pengaruh besar terhadap individu maupun
umum,memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan bersosialisasi. Selain
itu,media sosial menawarkan banyak keuntungan bagi penggunanya
karena memungkingkan antara negara yang berjauhan dan memudahkan
pengiriman pesan.
Adapun dampak dampak bagi hubungan keluarga antara lain:
1. Dampak Positif
a) Komunikasi yang Lebih Mudah
Media sosial memudahkan anggota keluarga untuk tetap
berhubungan, tanpa terhalang oleh jarak. Dengan koneksi yang
selalu tersedia, hubungan tetap terjaga dan rasa kedekatan semakin
kuat.'%®
b) Berbagi Momen Bersama
Lewat media sosial, keluarga bisa saling berbagi foto, cerita, dan
pengalaman, sehingga meskipun berjauhan, mereka tetap bisa ikut
merasakan dan berpartisipasi dalam kehidupan satu sama lain.'*
¢) Dukungan Sosial yang Lebih Luas
Media sosial memungkinkan keluarga untuk terhubung dengan

komunitas atau individu lain yang memiliki pengalaman atau

19 Inayah Meriam Sabrina, “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi
Pengadilan Agama Kota Palu,” (Skripsi, IAIN Palu), 56
1% Ibid, 57
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tantangan serupa, sehingga dapat menjadi sumber dukungan
emosional yang berharga.
d) Mempererat Hubungan
Aktivitas bersama di media sosial, seperti grup obrolan keluarga
atau berbagi minat yang sama, dapat memperkuat ikatan
antaranggota keluarga dan menciptakan rasa kebersamaan.
e) Mudah Mengatur Acara Keluarga
Dengan media sosial, perencanaan acara keluarga menjadi lebih
praktis. Anggota bisa dengan mudah mengatur jadwal, berbagi
informasi, dan memastikan semua orang tetap terlibat
2. Dampak Negatif
a) Penurunan Interaksi Tatap Muka
Anggota keluarga mungkin menghabiskan lebih banyak waktu
online daripada komunikasi tatap muka karena penggunaan media
sosial yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan di
antara mereka dan mengurangi kualitas waktu keluarga.107
b) Kesalahpahaman dan Kecemburu
Karena interaksi online dengan orang lain dapat disalahartikan,
media  sosial dapat menumbuhkan  kecemburuan  dan
kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan

dalam keluarga.

07 |pid, 57
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¢) Gangguan dari Kegiatan Keluarga
Daya pikat media sosial dapat mengalihkan perhatian anggota
keluarga dari kegiatan bersama, yang mengurangi keterlibatan dan
koneksi selama waktu bersama. Akibatnya, dari waktu ke waktu,
hubungan keluarga dapat menjadi lebih buruk.
d) Paparan Pengaruh Negatif
Media sosial dapat mengexpose anggota keluarga ke konten
berbahaya atau pengaruh negatif, seperti interaksi yang tidak pantas
atau perbandingan yang tidak masuk akal, yang dapat menyebabkan
masalah  seperti  perselingkuhan atau ketidakpuasan dalam
hubungan.*®
e) Peningkatan Konflik
Penyalahgunaan media sosial, seperti hubungan yang tidak pantas
atau berbagi informasi pribadi, dapat menyebabkan konflik yang

serius dan mengancam integritas hubungan keluarga.

198 siti Makhmudah, Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja, (Nganjuk:
Guepedia, 2019)



BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Pengertian Metodelogi

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan
suatu permasalahan atau untuk meningkatkan pengetahuan dengan cara
menerapkan metode ilmiah. 1. Menurut Sugiono, Metode penelitian itu bisa
dibilang adalah serangkaian langkah ilmiah yang dipakai untuk
mengumpulkan data yang akurat. Tujuannya adalah supaya kita bisa
menemukan, mengembangkan, dan membuktikan sebuah pengetahuan.
Nantinya, pengetahuan ini bisa kita pakai buat mengerti, mengatasi, serta
memperkirakan berbagai masalah yang ada.**

B. Jenis dan pendekatan penelitian
a) Jenis-Jenis Penelitian

Penelitian hukum (legal research) memiliki tujuan untuk
mengidentifikasi kebenaran yang konsisten, yaitu: menilai sejaun mana
ketentuan -hukum sejalan dengan norma hukum, dan' juga memeriksa
apakah norma yang mengandung perintah atau larangan sesuai dengan
asas-asas hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah suatu
tindakan individu tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga

sejalan dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.™" Penelitian ini

adalah sebuah kajian hukum normatif yang bertujuan untuk mempelajari

199 Jonaedi Efendi, S. H. 1., S. H. Johnny lbrahim, and M. M. Se. Metode penelitian hukum:
normatif dan empiris. (Jakarta:Prenada Media, 2018), 3

110 gygiono, Metode Penelitian Pendidiakan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,
(Bandung;Alfabeta,2009). 6

1 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana, Jakarta, 2010), 47.
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dan menganalisis keputusan hakim dalam menangani kasus perceraian
yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial.

Pemilihan jenis penelitian Yuridis Normatif dilakukan karena
penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pertimbangan hukum
dalam keputusan hakim di Pengadilan Agama Kediri mengenai kasus
perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial dan
mengidentifikasi landasan hukum yang diterapkan oleh hakim saat
membuat keputusan.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan corak Yuridis Normatif ini memakai
pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang mana menelaah
segenap aturan hukum yang bersinggungan erat dengan isu yang tengah
diteliti.**? yakni dalam penelitian ini Undang Undang Dasar 1945, Undang
Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, Penelitian ini mengadopsi pendekatan kasus (case
Approach), yang berarti menganalisis dan mempelajari keputusan dari
Pengadilan Agama Kediri yang berhubungan dengan perceraian karena
adanya perselingkuhan di platform media sosial. Penelitian ini juga bertujuan
untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam

pertimbangan keputusannya.

12 1pid.131
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C. Bahan Penelitian
Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang
dilakukan dengan menelaah sumber kepustakaan atau data sekunder.
Penelitian ini mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip hukum yang
mendasari suatu peraturan. Dalam penelitian normatif, bahan hukum yang
digunakan terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum skunder.'*®
1. Bahan Hukum Primer
a) Putusan No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr
b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
UU Perkawinan
¢) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016
e) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan 115
g) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f,g,h,i)
h) Kompilsi Hukum Islam Pasal 171
i) UU ITE pasal 5 Ayat (1)
J) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

k) Figih Munakahat

113 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), 14-15
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2. Bahan Hukum Skunder
Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber informasi dan

penjelasan terkait bahan hukum primer. Berbeda dengan bahan hukum

primer yang berupa dokumen resmi, bahan hukum sekunder lebih bersifat

sebagai pendukung teori serta menawarkan perspektif baru. Bahan hukum

sekunder yang dipakai dalam penelitian ini mencakup buku, artikel, dan

jurnal ilmiah yang menyangkut tentang Putusan Hakim dalam Perkara

Perceraian akibat perselingkuhaan lewat media sosial

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitan ini, cara pengumpulan data yang digunakan adalah telaah
literatur dan dokumentasi. Analisis pustaka dilakukan dengan cara
mempelajari sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang sedang
diteliti, seperti buku-buku tentang hukum keluarga Islam, artikel ilmiah,
makalah penelitian, dan sumber lain yang membahas isu-isu seperti
perceraian, perselingkuhan, dan dampak media sosial terhadap keharmonisan
dalam rumah tangga. Dengan pendekatan studi pustaka, peneliti dapat
memperoleh dasar konseptual dan teoritis yang diperlukan untuk menyusun
kerangka pemikiran, serta menemukan teori-teori yang relevan untuk analisis
dalam penelitian ini."**

Selain itu, peneliti menerapkan metode studi dokumentasi dengan cara
mengumpulkan informasi dari dokumen resmi yang berhubungan langsung

dengan subjek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan mencakup salinan

114 Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum. (Bondowoso, Licensi (Library Centre
Indonesia, 2021), 113
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putusan dari Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt. G/PA. Kdr, yang
menjadi fokus utama dalam analisis ini. Dari putusan tersebut, peneliti
mempelajari pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, bukti yang
diajukan, serta urutan kejadian yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selain
itu, peneliti juga merujuk pada dokumen hukum vyang berlaku, seperti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berhubungan
dengan perkara perceraian akibat tindakan perselingkuhan lewat platform
media sosial. Dengan melakukan studi dokumentasi ini, peneliti berhasil
mengumpulkan data faktual, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang
selanjutnya dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus
penelitian.
. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,
di mana data yang diperoleh dianalisis berdasarkan kualitas dan kebenarannya.
Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori, asas,serta kaidah dalam
studi kepustakaan, < sehingga penulis dapat menemukan jawaban atas

permasalahan yang diteliti.**

15 Ibid, 113-114



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kediri
Pengadilan Agama di area Kediri awalnya dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur langkah-
langkah untuk mengorganisir struktur kekuasaan dan prosedur Pengadilan-
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.’*® Berdasarkan regulasi tersebut,
maka berdirilah Pengadilan Agama Kediri, yang saat itu memiliki yurisdiksi
meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten dan Kota Kediri. Pada
masa-masa awal pendiriannya, Pengadilan Agama Kediri belum memiliki
gedung sendiri sehingga aktivitas peradilan dilaksanakan di lokasi-lokasi
sementara, antara lain di bekas rumah Bupati Kediri yang berada di
lingkungan Masjid Agung Kediri. Seiring waktu, lokasi. kantor berpindah-
pindah, sempat menempati bekas rumah Asisten Wedono serta kantor Urusan
Agama, hingga akhirnya menempati gedung permanen di Jalan Sekartaji,

Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.*’
Meski secara administratif Kota Kediri telah ditetapkan sebagai daerah
otonom yang berdiri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

118 Dasar, Peraturan Perundang—Undangan Undang—Undang. Amandemen Undang—Undang
Darurat Nomor 1 Tahun 1951, LN No. 9 Undang—Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok—Pokok Agraria. (1945).

U7 pA Kota Kediri, "Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri,", diakses 8 Juni 2025,

https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta, namun eksistensi Pengadilan Agama pada saat itu masih
mencakup kedua wilayah, baik kota maupun kabupaten Kediri. Artinya, satu
lembaga peradilan agama masih melayani dua daerah dengan otonomi
pemerintahan yang terpisah.

Seiring perkembangan sistem peradilan dan kebutuhan pelayanan
hukum yang lebih efektif, maka pemerintah memutuskan untuk memisahkan
kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan wilayah administratif masing-
masing. Pemisahan ini secara resmi dilakukan pada tanggal 1 Januari 1989
melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 232 Tahun
1989. Keputusan ini menetapkan pembentukan Pengadilan Agama Kota
Kediri sebagai lembaga tersendiri yang terpisah dari Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kota Kediri kemudian menempati
gedung baru yang berlokasi di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kota Kediri,
dengan cakupan yurisdiksi meliputi tiga kecamatan yang berada di wilayah
Kota Kediri, yaitu Kecamatan Kota, Pesantren, dan Mojoroto.

Dalam perkembangannya, gedung Pengadilan Agama Kota Kediri
kembali mengalami perubahan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Barang Milik Negara yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2019, gedung
bekas Pengadilan Negeri Kota Kediri yang terletak di Jalan Dr. Sahardjo
Nomor 20 diserahkan untuk digunakan sebagai kantor baru Pengadilan
Agama Kota Kediri. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas kurang lebih

4.226 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai
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untuk mendukung proses peradilan. Serah terima ini disahkan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Gedung baru ini secara resmi mulai digunakan

pada tanggal 15 November 2019, yang ditandai dengan peresmian oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saat itu, Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.,

M.H.

Adapun dasar Hukum pembentukan Pengadulan Agama Kediri ini

Mengacu pada peraturan-peraturan, yaitu;

1. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No0.152 dan 153 untuk
Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura
dengan nama Raad Agama

2. Stbl. 1937 No0.638 dan 639 untuk Kalimantan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara
Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam
Tinggi dan Pengadilan Agama

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk luar Jawa, Madura, dan
Kalimantan Selatan

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga
Peradilan
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
11. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
12. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi
dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara dan Peradilan Agama ke Mahkama.**®
Pengadilan agama Kediri, sebagai lembaga yang menjalankan
fungsinya, memiliki aturan hukum dan Indasan kerja yang seperti ini.:
a) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24
b) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
¢) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
e) Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1989
f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1957 dan PP No. 5 Tahun

1946

118 pA Kota Kediri, "Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri," diakses 8 Juni 2025,
https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kediri
VISI
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI YANG
AGUNG”
MISI
a) Meningkatkan Kualitas Peayanan Hukum Yang Pasti, Transparan, Dan
Akuntabel
b) Mewujudkan Efektifitas Dalam Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
c) Mewujudkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggir.
d) Mewujudkan Kepatuhan Putusan Pengadilan.*®
B. Deskripsi Analisis Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.

Objek penelitian ini adalah Putusan No0.0277/Pdt.G/2017/PA. Kdr yang
diputus oleh Pengadilan Agama Kediri. Putusan ini menyangkut perkara cerai
talak antara Pemohon (Arief Yuni Cahyadie, ST) dan Termohon (Novin
Sixtyarsih, A.Md.G) yang diajukan pada tanggal 19 April 2017.'%° Perkara ini
menjadi penting karena melibatkan alat bukti digital berupa percakapan
melalui media sosial sebagai dasar gugatan cerai akibat dugaan
perselingkuhan. Fakta ini diperoleh dari keterangan para pihak dan alat bukti
yang diajukan di persidangan, termasuk isi percakapan pribadi di telepon
genggam yang menguatkan dugaan adanya hubungan terlarang. Hakim

menilai bahwa perselisihan yang demikian telah memenuhi syarat perceraian

119 pA Kota Kediri, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri," diakses 8 Juni 2025

https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi

120" Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor
0277/Pdt.G/2017/PA, 1
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sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak
tercapai.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperkenankan meskipun
dianggap sebagai hal yang paling tidak disukai oleh Allah. Landasan yang
dipakai oleh hakim adalah Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 227 yang
menyatakan bahwa jika suami sudah bulat hati untuk memberi talak, maka
Allah adalah Pendengar dan Maha Mengetahui. Ayat ini memberi pengesahan
bahwa perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada lagi cara untuk
mendamaikan suami dan istri.**! Para ulama juga berpendapat bahwa
perceraian menjadi pilihan terakhir untuk mencegah kerugian yang lebih
besar, yaitu konflik yang berkepanjangan yang tidak hanya merugikan
pasangan tetapi juga berdampak negatif pada anak-anak mereka.

Terkait hak asuh anak (hadhanah), Termohon dalam rekonpensi
menuntut agar kedua anaknya berada dalam pengasuhannya, sekaligus
meminta nafkah sejumlah Rp3.000.000 per bulan. Namun hakim menolak
gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa Termohon terbukti kembali ke
agama non-Islam.® Menurut hukum Islam, syarat utama bagi ibu untuk
mendapatkan hak asuh adalah tetap beragama Islam, karena pengasuhan tidak

hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik tetapi juga penanaman akidah dan

12 Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, ( Parepare ; IAIN Parepare Nusantara Press), 5
122 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor
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78

nilai-nilai agama. Hal ini ditegaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar dan sejalan
dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 210/K/AG/1996 juga menegaskan bahwa seorang ibu yang murtad
tidak berhak mengasuh anak yang masih kecil karena dikhawatirkan dapat
memengaruhi keyakinan agama anak. Oleh karena itu, hakim memutuskan
bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

Meskipun perceraian dikabulkan, hakim tetap mewajibkan suami untuk
memberikan hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah selama tiga bulan
sejumlah Rp3.000.000 serta mut’ah sejumlah Rp7.000.000 sebagai bentuk
penghormatan kepada perempuan pasca perceraian.'?® Hal ini sejalan dengan
Pasal 156 KHI dan Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 241 yang menyatakan
bahwa wanita yang telah diceraikan berhak menerima mut’ah dengan cara
yang layak sebagai sebuah kewajiban bagi mereka yang bertaqgwa. Dengan
demikian, hakim tetap menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab
meskipun hubungan perkawinan telah diputuskan.

Jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, putusan ini sudah-konsisten
dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga bahagia
dan kekal. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai akibat perselingkuhan dan
perbedaan agama, maka perceraian dapat dijadikan jalan keluar. Begitu pula
dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap

anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan orang

123 |pid, 37
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tuanya, sehingga hakim beralasan kuat menolak permohonan hak asuh kepada
Termohon yang telah keluar dari agama Islam.*®* Putusan ini menunjukkan
adanya sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menjaga
kepentingan terbaik bagi anak.

Fenomena yang terjadi dalam perkara ini juga sangat relevan dengan
realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini. Perselingkuhan yang dilakukan
melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat menjadi salah satu faktor
pemicu retaknya rumah tangga. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi
digital dapat mempercepat terungkapnya perselingkuhan, tetapi sekaligus
memperbesar konflik rumah tangga. Selain itu, perbedaan keyakinan dalam
sebuah keluarga sering kali menjadi alasan ketidakharmonisan yang bisa
mengarah pada pemisahan. karena menyangkut prinsip dasar kehidupan
berkeluarga, terutama dalam mendidik anak. Tidak kalah penting, kasus ini
juga menggambarkan fenomena keterlibatan media sosial dalam konflik
rumah tangga, di mana aib keluarga dipublikasikan sehingga menambah beban
psikologis bagi anak-anak.

C. Pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara Perceraian yang beralasan
perselingkuhan  lewat media sosial dalam  putusan  No.
0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan para saksi,
serta fakta persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara

Pemohon (Arief Yunie Cahyadie) dan Termohon (Novin Sixtyarsih) telah

124 Utami, Febriani Tri; Yulianto, Rohmad Adi; Intihani, Siti Nur. “Perlindungan Hukum
Atas Hak Kebebasan Beragama Pada Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Beda
Agama Dalam Perspektif Perlindungan Anak.” 115.
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terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berlarut. Hal ini disebabkan oleh
dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan seorang laki-laki
bernama Aji Bagus Pramono, serta karena Termohon kembali memeluk
agama Kristen Protestan yang sebelumnya telah masuk Islam saat menikah.
Majelis menjelaskan bahwa ikatan perkawinan telah retak, serta tidak adanya
harapan untuk kembali rukun.*®

Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan dalam
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perceraian dapat
terjadi karena perselisihan yang terus-menerus. Selain itu, Majelis Hakim juga
mengutip Al-Qur’an surat Al-Baqgarah ayat 227 dan surat Al-Ahzab ayat 49
sebagai dasar pertimbangan hukum secara syar’i.

Majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa pengasuhan anak
(hadhanah) harus berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai prinsip utama.
Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz lebih tepat diasuh oleh
ibu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak
mengasuh. Dalam proses persidangan, hakim tidak menemukan satu pun bukti
ataupun kesaksian yang menunjukkan bahwa ibu melakukan tindakan yang
membahayakan kondisi fisik, psikologis, maupun perkembangan sosial anak.

Fakta di persidangan justru menunjukkan bahwa sejak awal anak-anak tinggal

125 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor
0277/Pdt.G/2017/PA, 2
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bersama ibu dan membangun kedekatan emosional yang kuat. Oleh karena itu,
majelis hakim memutuskan bahwa hak hadhanah tetap berada pada pihak ibu
sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas emosional dan kesejahteraan
anak.

Dalam konteks ini, isu perpindahan agama yang muncul dalam perkara
tidak dijadikan dasar hukum untuk mencabut hak asuh. Hakim menilai bahwa
perbedaan atau perubahan agama tidak serta-merta menunjukkan
ketidaklayakan seorang ibu dalam mengasuh anak, kecuali jika terbukti
memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang atau keselamatan anak.
Pendekatan ini  menunjukkan konsistensi peradilan agama dalam
menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) di atas
persoalan relasional maupun ideologis antara kedua orang tua. Dengan
demikian, keputusan hakim tidak hanya berlandaskan pada norma perundang-
undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan
perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Dalam perkara ini, perpindahan agama salah satu pihak memang dicatat
oleh hakim sebagai bagian dari latar belakang konflik rumah tangga, namun
tidak dijadikan sebagai alasan utama untuk mengabulkan perceraian. Majelis
hakim menilai bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga justru berasal
dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, yang dipicu oleh
perselingkuhan melalui media sosial. Bukti-bukti yang kuat terkait
perselingkuhan serta kondisi rumah tangga yang tidak dapat didamaikan

menjadi dasar yuridis yang lebih relevan, sehingga hakim mengacu pada Pasal
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19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai
pertengkaran terus-menerus sebagai alasan sah perceraian.

Selain itu, hakim mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan kaidah
fikih al-dharar yuzal, yakni bahwa segala bentuk bahaya atau kemudaratan
harus dihilangkan. Dalam konteks rumah tangga yang penuh konflik dan
pertikaian, mempertahankan pernikahan justru akan menambah mudarat bagi
kedua pihak maupun anak-anak. Dengan demikian, keputusan untuk
mengakhiri pernikahan dipandang sebagai pilihan yang memberikan
kemaslahatan yang lebih besar, sekaligus mencerminkan pendekatan hakim
yang berimbang antara hukum positif dan prinsip dasar hukum Islam.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan
permohonan  Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang
Pengadilan Agama Kediri. Selanjutnya, Pemohon dihukum untuk membayar
mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam pokok perkara rekonpensi yang diajukan Termohon selaku
Penggugat Rekonpensi, Majelis menolak seluruhnya. Namun demikian,
Majelis menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi (ibu)
mengingat usia anak-anak yang masih kecil dan selama ini tinggal bersama
ibunya. Selain itu, Tergugat Rekonpensi (Pemohon) dihukum untuk
membayar biaya nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- per bulan hingga anak-

anak dewasa atau berusia 21 tahun.*?®

126 | pid, hal 37
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Majelis juga membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon
sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai, sebagaimana diatur dalam
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Beralasan
Perselingkuhan Lewat Media Sosial menurut Hukum Positif

Pandangan hukum positif mengenai putusan hakim dalam kasus Nomor
0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr bisa dilihat dari aturan-aturan hukum yang ada di
Indonesia mengenai perceraian, bukti-bukti dalam sidang, hak-hak wanita
setelah bercerai, serta hak pengasuhan anak. Perceraian di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam
Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Perceraian hanya bisa dilakukan di
hadapan hakim setelah usaha pengadilan untuk mendamaikan kedua pihak
tidak berhasil. Alasan untuk perceraian dijelaskan dengan lebih jelas dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sana dijelaskan bahwa perceraian
bisa terjadi jika suami dan istri terus-menerus bertengkar dan berselisih,
sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan baik lagi.**’

Dalam kasus ini, Majlis Hakim melihat bahwa Penggugat dan Tergugat
telah mengalami cekcok dan masalah yang sudah berlangsung lama, yang
dipicu oleh adanya dugaan perselingkuhan Termohon dengan pria lain melalui

komunikasi di media sosial seperti BBM dan WhatsApp. Bukti berupa

127 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
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percakapan media sosial yang diajukan oleh Pemohon dijadikan salah satu
dasar bagi hakim untuk menilai adanya ketidakharmonisan yang serius dalam
rumah tangga para pihak. Penerimaan alat bukti berupa percakapan elektronik
ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dalam Pasal 5 ayat (1)
menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta
hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.

Hakim dalam putusan tersebut juga memperhatikan hak-hak Termohon
pasca perceraian, di mana Pemohon dihukum untuk memberikan mut’ah
sebesar Rp7.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- selama tiga
bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b KHI.'?® Selain itu,
hakim menetapkan bahwa hak asuh kedua anak yang masih berusia kecil jatuh
kepada Termohon sebagai ibu kandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 105
KHI yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian, pengasuhan anak yang
belum mumayyiz berada pada ibu.*® Untuk menunjang kehidupan anak-anak
tersebut, Pemohon diwajibkan membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,-
setiap bulan hingga anak-anak mencapai usia dewasa atau mandiri.**

Majelis Hakim juga menagih biaya proses perkara kepada Pemohon,
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

mengenai Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang

128 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor
0277/Pdt.G/2017/PA, 37
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Nomor 50 Tahun 2009.**" Keputusan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak
hanya mempertimbangkan permohonan cerai talak secara prosedural, tetapi
juga memperhatikan aspek keadilan bagi Termohon dan anak-anak hasil
pernikahan tersebut.

Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus
Nomor 0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr sudah sesuai dengan hukum yang berlaku
di Indonesia. Dalam membuat pertimbangannya, hakim merujuk pada
Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang ITE untuk menilai
bukti perselingkuhan melalui platform media sosial. Selain itu, hakim
menunjukkan keadilan dengan memberikan mut’ah, nafkah iddah, dan natkah
anak, serta memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum
mumayyiz sesuai dengan ketentuan KHI. Di samping itu, biaya perkara yang
dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan aturan di Peradilan Agama. Oleh
karena itu, keputusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya
mengikuti  prosedur, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan
perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.

E. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Beralasan
Perselingkuhan Lewat Media Sosial menurut Hukum Islam

Dari segi hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara

No0.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr pada prinsipnya mengacu kepada ajaran syariat

Islam yang mengatur tentang perceraian sebagai jalan terakhir ketika hubungan

131 |bid, 37
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suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam perkara ini, hakim
memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon karena
rumah tangga yang dibangun bersama Termohon telah mengalami keretakan
yang serius, yang ditandai dengan adanya dugaan perselingkuhan melalui
media sosial serta kembalinya Termohon kepada agama asalnya.*

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan
meskipun bukan sesuatu yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW pernah
bersabda bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh
Allah SWT.*3 Namun, jika tujuan pernikahan yaitu menciptakan kehidupan
sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak tercapai, maka perceraian
dibolehkan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Al-Qur’an dalam
Surat An-Nisa ayat 35 menegaskan bahwa apabila terjadi persengketaan antara
suami istri, maka harus diutus seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari
pihak istri untuk mencari jalan damai. Apabila jalan damai tidak dapat dicapali,
maka perceraian bisa menjadi solusi terakhir.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi dan
bahkan memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan para pihak,
Namun usaha itu tidak berhasil karena kedua pihak tetap ingin bercerai. Hal ini
sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan upaya ishlah

(perdamaian) terlebih dahulu sebelum menjatuhkan talak.*** Oleh karena itu,

32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor
0277/Pdt.G/2017/PA, 5
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ketika perdamaian tidak tercapai, hakim berhak memberikan izin kepada suami
untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat kewajiban bagi suami untuk
memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian, seperti mut’ah dan nafkah
iddah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi
Hukum Islam. Dalam putusan ini, hakim mewajibkan Pemohon untuk
memberikan mut’ah sebesar Rp7.000.000,- dan nafkah iddah sebesar
Rp3.000.000,- untuk tiga bulan, yang mencerminkan penerapan prinsip
tersebut.

Terkait dengan anak, hukum Islam memberikan hak hadhanah atau
pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ibu, kecuali jika ada alasan
syar’i yang menyebabkan ibu tidak layak menjadi pengasuh.’®*® Hal ini
sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 KHI, yang juga berakar dari kaidah
figih. Dalam perkara ini, hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada
Termohon sebagai ibu kandung, dengan mempertimbangkan usia anak-anak
yang masih kecil. Pemohon sebagai ayah tetap berkewajiban memberikan
nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- per bulan sampai anak mencapai usia
dewasa atau mandiri,"* sesuai dengan prinsip tanggung jawab nafkah dalam
hukum Islam.

Dari penjelasan diatas terdapat benang merah antara Hukum positif dan

Hukum Islam vyaitu :

135 Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, (IAIN Parepare Nusantara Press,2020), 139
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Secara hukum, hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun
1974 juncto Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa
perceraian dapat dilakukan apabila terjadi pertengkaran terus-menerus dan
tidak ada harapan hidup rukun kembali. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan legitimasi terhadap

perceraian dalam kondisi demikian.

Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek hukum Islam, yaitu
melalui pendekatan keadilan dan kemaslahatan. Dalam Islam, perceraian
memang dibolehkan meskipun dibenci (makruh), dan dapat dilakukan apabila
hubungan rumah tangga tidak lagi mengandung sakinah, mawaddah, dan
rahmah. Dalam perkara ini, hakim menyebutkan dalil dari Al-Bagarah ayat 227

yang berbunyi:
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Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesugguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”137

dan Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perepmpuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada sama idah atas

37 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 36
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mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka
mutah(pemberian) dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-
baiknya.”138

sebagai dasar syar’i bahwa perceraian dibolehkan dalam keadaan terpaksa
karena keretakan hubungan.
Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini
didasarkan pada dua hal utama:
1) pembuktian adanya perselisihan berat yang mengarah pada kegagalan
fungsi rumah tangga
2) keselarasan antara hukum positif dan norma hukum Islam,yang sama-
sama membolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir dalam
kondisi tertentu
Dengan demikian, putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr dapat
dinilai telah mencerminkan keadilan substantif baik dari sisi hukum Islam
maupun hukum positif. Hakim mempertimbangkan secara matang fakta
persidangan, "hak-hak " perempuan, ‘serta ‘kepentingan anak. Putusan ini juga
memberikan pelajaran - sosial -bahwa “perceraian -bukan sekadar_ persoalan
pribadi, melainkan ‘memiliki “implikasi' luas * bagi keluarga, anak, dan
masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menjaga
keharmonisan rumah tangga serta tidak menjadikan media sosial sebagai ruang

untuk mengekspresikan konflik internal keluarga.

138 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-
Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ), 424



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan kemampuan untuk
mengintegrasikan fakta persidangan dengan ketentuan hukum positif dan
prinsip-prinsip hukum Islam secara seimbang. Putusan didasarkan pada
bukti objektif, bukan pada isu moral yang tidak terbukti, sehingga
memberikan legitimasi normatif yang kuat melalui rujukan pada UU
Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Selain itu, hakim
menerapkan prinsip kemaslahatan dan penghilangan mudarat sebagai
dasar etis dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sejalan dengan
pendekatan peradilan keluarga modern yang menekankan perlindungan
dan kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial
seperti perselingkuhan digital yang menjadi pemicu konflik, putusan
hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga: mencerminkan pemahaman
terhadap konteks sosial ' kontemporer. ' Secara = keseluruhan, putusan
tersebut menegaskan kesinambungan antara hukum, bukti, dan nilai-nilai
kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perceraian pada era modern.

Dari perspektif hukum positif, Keputusan dari hakim dalam kasus ini
telah sesuai dengan semua hukum yang ada, baik terkait dengan dasar
perceraian, pembuktian, maupun pemenuhan hak-hak pihak yang bercerai
dan juga hakim menerapkan hukum positif secara komperehensif dan

adaptif sesuai perkembangan zaman.

90
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3. Sedangkan menurut Perspektif Hukum Islam telah memenuhi ketentuan
syar’i terkait dengan prosedur perceraian, pemenuhan hak-hak mantan
istri, serta perlindungan terhadap anak-anak pasca perceraian. Putusan
tersebut tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga
berupaya memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak sesuai
dengan magashid al-syariah.

B. Saran-Saran

1. Pada Pemrintah hendaknya regulasi terkait perkara perceraian di indonesia
dapat diperkuat. Sebab didalam Al- Qur’an dijelaskan bahwa perceraian
diperbolehkan akan tetapi perceraian bisa menjadi solusi ketika dalam
rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak memungkinkan
untuk dilanjutkan secara baik, sedangankan Undang-Undang Perceraian
sendiri tidak secara khusus mengatur tentang perceraian.

2. Di Pengadilan Agama, kita harus sangat hati-hati dan memiliki landasan
yang kuat untuk akuntabilitas sebagai pedoman dan pertimbangan sebelum
memutuskan suatu kasus.

3. Pada Pasangan atau Masyarakat, sebaiknya berpikir dengan serius sebelum
membuat keputusan dan perlu memperhatikan hukum yang berlaku di
Indonesia sebelum memutuskan untuk bercerai, serta memikirkan dampak

dari perceraian itu.
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Lampran 2

Direb s T EEE R iisle
i putuss

SALINAN PUTUSAN
Nomor 0277/PgEG/2017/PA Kdr

DEMI KEADILAN

Pengadilan Agama r
mmmzm:nemhy\ putusan sebaga berikut dalam
perkara antara | g
AR IEF YLINIE CAHYADIE.

Kota Kedir, datam hal it memberikan kuasa kepada

UNIVERSITASISIAM. NECER]
KIAI HAJACHMADSIDDIQ

Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017.
IR S s - e i < S

Pengadilan Agama tersebut ;
Setolah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

Hal, 1 dan 39 hal. Put No, 0277/Pdt.G/2017/PA Kar.

me——
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:0;.-—.-. PR TR —— o Halkwran 1
dighb.wnkhos.acad chgihibuinkhssacad  digihibmnkhas acad  digilibownkhasacad  chghibownkhas scid
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Diret =R %= = R 2 il

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan sural permohonannya tentanggal 19 April
2017 yang terdaMar pada reqgister perkara Pengadilan Agama Kedir
Nomoe 0Z77/Pdt G2017/PA Kdr | teiah mengemukakan hal-hal sebagal

berikut :

1. Bahwa Balwa Pemohon.dan Termohon adalah suami isterl yang
menikah pada tan ? us 2005 yang dicatat oleh Pegawal
Pencatat NMMM Agama Kecamatan Blimbing, Kota
Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
9115411172005 tanggal 12 4 2005;

zam»mmmwﬁnmmmmum

5. Bahwa puncak dan perselisihan dan penengkaran antara Pemohon

UNIVERSTIASISLANT NEREERI
KIAT HARACHMAD STODIQ

6. aalm% jadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pisah
tap

oty £ R

Hal. 2 dan 39 hal. Put. No. 027790t G/2017/PA Kdr,

WJ\

P . “en -
- A A —
Sopmr— e ey gt o (013 D - Makwman 2

ch b hbdakchas b 1 boslgh s ad o db selidi vboigindebos. 5¢ b sk liboddnbdas od 1 db ol boiinddas asé il
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7. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon
sudah diupayakan dama, akan letap tdak berhasil;
B Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan

sudah tdak sanggup mempertahankan keutuhan rumah  dengan
Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

kepada  Ketwa  Pengadilan .
memeriksa dan mengadill pe

KIAMJT“A"‘CMU STDDIQ
o 7 emfa e} PR o

Hal. 3 darl 39 hol Put No 0277Pdt G/2017/PA.Kdr

-
:Mn . e b W04 o Makwman )
dighb.wnkhos.acad digihibuinkhss.acad  digihibnkhes acad  digiibowmnkhasacad  cigilibownkhas peid
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Direb D) T W = a2 sle
putusa

tetapl tidak beasit

Hal tersebut tidakiah benar, karena |

Upaya damai telah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2017(dengan
keluarga besar Termohon) ramun tidak berhasil karena Pemohon
sslaly mengumpat dan berperilsku kasar, menyudutkan Pemohon
dan menteror dengan kata kata kasar bk secarn langsung maupun

melalui handphone ckup pada HP Termohon
membuntutl pada saat Jmmohndmmhmn
Termohon d

Keuarga Pemohon  sudah ,MMN Termohon dan
langsung menyetujui MW"‘%MM oleh Pemohon. dan
keluarga besar Termohon sudah menerima dengan baik permintaan
Pemohon untuk bercera d n berb hatl kalau memang sudah
tidak dapat dirukunkan lag

N ”’é“ﬁ’&%“ﬁ“ﬁh&ﬁ’ﬁ"ﬁ@ﬁmm

. walaupun v tdak sengaja

KIAI HAFEACHNADSIBDIQ
samping GT mel admmu NBI qum tﬁ'ohon trauma

Hal 6 dan 39 hal. Put. No. D277/Pdt G201 7/PA Kdr

e ad
s
(R T T e o e et ML S —— A 7 - ol 6
dighb.unkhas acad digilibuinkhas.acad  digithibmnkhes acad  diglibownkhasacad  diglibownkhas peid
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Direb SR S = T T asia
putusa

menanggapl apa yang Pemohon lakukan, karena Pemohon selalu
punya kebenaran sendin mntang apa yang dia lakukan walaupun
banyak diingatkan orang orang di sekitar. karena jiwanya sudah
dipenuhi emosi dan cbsesi mer:’nnwrkan Termohon.

Dengan melihat periakuan y’in sepertl Itu, saya selaku
Termohon berfikir bi H Termohon memang tidak
bisa bersama lagi ‘rumah 1 yang balk karena
adanya kedengkian, omodda? Pemohon datam
menyelesalkan masalah. ’ A—

Jadl saya Termohon den‘ b‘ menyetujul gugatan ceral

yang kedus Pemohon jga memaksa Termohon memenuhi

UNIYERSITAS [SI 20 SFEER
KIAI BAJEACHNMADSIDDIQ

Sekali lagl Termohon juga menyanggah dan menanggapl paparan

Pemohon m ﬁum ‘E‘ Pﬁﬁn Agama
Ko Ked nt 8) yang bahwa selama pisah rumah,

antara Pemohon dengan Termohon sudah di upayakan damai akan

Hal. S dan 39 hal. Put. No. 0277/Rdt G201 7/PA Kdr.

[eva—

Bt St s gy yo Ml 18 808 o 100 R a8 Hakarwn 5

dighb.wnkhos.acad digihibuinkhss.acad  digihibmnkhes acad  digiibowmnkhasacad  cigilibownkhas peid
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tetapl tidak bedasil

Hal tersebut tidakliah benar, karena

Upaya damai telah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2017(dengan
keluarga besar Termohon) ramun tidak berhasil karena Pemohon
s=laly mengumpat dan berperilaku kasar, menyudutkan Pemohon
dan menteror dengan kata kata kasar bk secars langsung maupun

melalui handphone Mm«m pada HP Termohon
membuntuti  pada nnr'y menghadang  perjalanan
Termohon ® . oy

Keluargn Pemohon sudah puu-wlum Termohon  dan
langsung menyetujui perceralan yang dinginkan oleh Pemohon. dan
keluarga besa Termohon sud nerima dengan baik permintasn

Pemohon untuk bercera hatl kalau memang sudah
tidak dapat dirukunkan

foto swrat gugatan
saya Termohon
disebarkan tapl

. percer aian

pertama mengetahul BEM Termohon dengan Ajl bagus pramana,

UNIVERSTTAS TS CARECER
KIAI HAFACHMAD-SIBDIQ

dengan

samping rn nEgadeu B.n. .\En».Rmomn trauma

Hal 6 dan 39 hal. Put. No. D277/Pdt G201 7/PA Kdr.

s p———
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Diret "~ o o - T T sia

melihat emosinya yang meluap-luap

Bahkan Pemohon berkomentar kasar th media sosial Termohon
{facebook) dan pada d&mﬂyn}mohon memblokir pertemanan di
tacebook

Tidak berhenti dla‘ll.u)mhon ,n.hh memposting isi  BEM
Termohen dengan a’mw pemah diketahui oleh
Pemohon lewat jejaring sosial (fa dise

vy

fal kata-kata umpatan

yang tidak sepantasnya
Pemohon berusaha menjal : alga din Termohon dengan cara
apapun walaupun sud °pa ceral, Pemohon berusaha

. dengan cara menelfon

semoga dengan Termohon tdak bekerja bisa memenuhi kepuasan

UNF=REE ASr-i$ | mAdedN E€r=R |

walaupun tdak sesual dengan caranya. Dengan pengurangan

KIAI HAH-ACHMABSTADIQ
P 54 =0V N - W0 2

Pengadilan Agama Kola Kedir, untuk mengabulkan permohonan
Termohon sebagal becikut:
1 Untuk hak asuh atas kedua anak kami hendaknya jatuh pada saya

Hal, 7 darl 39 hal. Put No, 0277/Pdt G201 7/PA Kdr

o e e B D Halwran 7

dipth bbddnldwsat d  bodednDbaddnides a1 db cdub bdabstus ot 1dh cdiiplsboidnldes ot 1 dh ochdn bboidnkdhes s id
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(Termohon), selaku Ibu dar anak? tersebut, mengingat anak tersebut
masih dibawah umur dan sampal saal ini tidak dapat pisah gengan

saya (Termohon)
2 Untuk I, blaya stas kedua anak kami, balk blaya hidup termasuk binya

sekolah hendaknya dibebankan wla Pemohon dikarenakan
Termohon juga sudah tdak t:ﬂk .'4‘

3. Harta sekutu yang tersisa _yang beralamat di
Regency Pesona Puncak E14 Mojoroto-Kedir,
sepakat untuk dijual, dan mnﬁ*u nantinya dapat d|

bagi secara adif dan transparan.
4 Kewagban Hutang piutang yang bel (KTA Kartu kredit
dan pinjaman BPR) hendaknya Bisa dise dengan dibagi

hutangnya.
5. Termohon berharap setelah ' = e tidak ada lagi
perbuatan  teror -; O yang  tidak
ak melalu
berharap
apa yang

permohonan ceral talakdarl Pemohon tidak ada sanggahan lagi dan

USIVERSITAS JSLAMNEGERI
KIALHAIACHMAL SIDDIO

metakukan kesalahaf dalam arth mengarah ke perselingkuhan bisa tidak
bisa Pemohon Imt:m:ﬁ: ﬁﬁrﬁwﬂm
sendii dan tidak yang

disebutkan Termohon

Hal 8 dari 39 hal Put. No 0277/9dt.Gr2017/PA.Kdr

A

-
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Sehingpa muncul permnyataan kakmat terakhir Termohon yang tidak jedas
maknanya yatu memaatkan dengan Ikhias tidak periu mencari tahu dan
menimbang beratnya suatu kesalahan  (karena memang tidak terjadi apa
apa sepert yang ada dipikiran Termohon)

Saya adafah suarry yang setia dan bertanggungiawab.

Saya sangat mengagungkan yang namanya kesetisan

Tentunya saya berhak memiliki m:mpuh
s«wmmmmrwmmmnmumm
dijamah oleh laki laki lain

Karena saya tidak pernah M w"n pengorbanan  dan
rrtangan yang penah dhmw hat) kamy dalam suatu

v

""""""‘T""E'"M“"B‘“E R

Hal 9 dan 39 hat. Put. No 027770t G/2017/PA Kdr

e e T T )

di 1 ihadib sk acadhg
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Dikarenakan HPnya rusak, maka menggunakan HP anaknya dan pada 1g!
01 April 2017 ternyata masih berbubungan dengan Ajl Bagus Pramana
(sesual dengan ksl BEM mesranya Novin Sixyarsih dengan Ajl Bagus
Pramana *1), suami manapun akan marah meskipun sudah diberi
peringatan s masih tetap melanjutkan hubungan dengan laki-laki lain
Jka memang istn yang baik pasti akan mengakhin hubungan yang tidak
sepantasnya tersebut demi kebaikan bagy suamy dan anak dan martabat

keluargn,

Tanggal 02 April 2017, Dengan HP Termaohon yang masih disita Permohon

akan menceritakan penhal Termohon kepada orangtua maupun
{ merasa sudah tidak bisa

setelah pertengkaran, Termohon pamit kepada Pemohon, anak-anak,

UNIYERSITAS ISt AN P CER]
KIAI AT ACHNADSIDDIQ

J E Mhoofdrpa v Rrmcaoimra

B
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1 Setelah Pemohon tanyakan ke atasan dan teman kera Termohon
termyata tdak ada kegiatan kantor i harl ity bahkan atasan bermatam

karena menunggu buktl pagak hunan yang akan dibagi besok
paginya juga idak benar, 3

2 Pada han hu juga HP tidak tung! kul 22 00 s/d 11.00
uwomomuwnpﬂ&q.‘ pengakuan
forakhir Termohon, & tidur MMw ngobrol dengan Aji

smnm-dmmun'wmmw

-

yang tega

URRERSITAS TSTANT NFCER
KIARHAR-ACRMAB-S D DI
oy i o -

Ap Bagus Pradana(sesual dengan ist BBM  Novin Sixtyarsih dengan Al
Bagus Pradang *2) Aklwmya Pemohon merasa sudah tidak bisa membina

Hal 11 darl 39 hal. Put. No 0277/Pdt G/2017/PA Kor
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uummdmhmmmmmmmmum-
orangtua beserta keluargs be.
Seseorang yang yang m
tidak mengulangl
Pemohon  berusaha
bersatu kembali rumah m‘d
Termohon tidak mau pisah d

past akan berusaha untuk
tidak terpujl tersebut.

damal dan merajuk untuk bisa
ucapan yang jelas lisan bahwa
5 Pradana dan menolak untuk

Tanggal 19 Aprll 2017 sebelum berangkat ke Pengadilan Agama Kedir

UNIYERSITASISEANISEGER]
KIAI EAJLACEMADSITDIQ

mwnoan suami istn Al Bqus Pradana setelah

Vet
Bagus mbum kalau Nown
Sixtyarsih dengan suaminya begitu juga sebaliknya Novin cemburu kalau
Al Bagus Pradana dengan Istrinya *4), hubungan terdarang yang tidak
bisa dinalar dan tidak bisa tiru.

Hal. 12 dori 39 hal. Put. No. 0277/Pdt G201 7/PA Kdr
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Apapun kejadian kejadian yang teradl setelah tanggal 19 Aprd 2017 ity
hanya untuk mengaburkan permasalah utama dalam gugalan ceral
Pengaditan Agama.

Memang selama proses percersian Pemohon mengirimkan foto surat
gugatan cerai Pemohon ke teman-teman, leman eks perusahaan yang
lama (Sandoz), dan atasannya tetapi tidak sampai HRD karena memang
tidak ada hubungannya dengan pekerjsan tetapi difukan  wk
memberikan hukuman moral M"‘mm persaingkutian

"JEMBER

Hal 13 darl 39 hal. Put No. 0277/Pdt G201 7/PA Kdr
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budl pekertl yang balk khususnya terhadap anak-anak dan tega
meninggakan anak anak hanya untuk berselingkuh dengan Al Bagus
Pradana

Mengingat jupa Termohon sudah tdak bekerja lagl, maka Termohon
tidak mempunyal penghasian untuk menghidupi dirinya sendni apalagl

ditarnbah 2 orang anak,

3.Pmunemmmmd‘ anggung kompensasi nafkah kedua
orang anak sebesar .000.- per bulan (belum termasuk
kebutuhan dan sosy) hidup di Kedin, maka

Pemohon akan md\m kami ke rumah orangtua

munmum@‘m«awmwm
meneruskan usaha “nmmpmmm

KIAI Nmmmc};m Q

o i ) o e e

Hal 14 darl 39 hal Put. No 0277/Pdt G201 7/PA Kdr
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x Dired RS = = HFEE R N
putusa

Pemohon yang seperti itu dan saya merasa Pemohon sudah tidak
mengharga saya Termohon dan keluarga dengan tindakannya. Sekali lagi
saya Termohon menyetujul gugatan ceral Pemohon.

Saya sebagai Isti Pemohon mengakui selama hidup dengan Pemohon
baik-baik aja karena selama ini saya yang harus lebih mengerti terus dan
m:ewam?umnmmmddmmmﬁl

keputusan dalam v,«seuaﬂalummorangm

Pm.awm '_ ak menginginkan suaminya bersikap
bijaksana untuk y =
Tanggapan sayn la'réq'-‘lanﬁ'p{mm melakukan kesalahan yang

sama memang b danya o Femohon juga mengakus nya. Bahwa
tabii it BBM Termohon dengan saudara

: g Masalah pemyataan

ndak tau kebenarannyn karena i
: + an, kazena posist Pemohon saat ku

ah saya selesalkan dengan

Mana mungkin #tu terjadi kalau tidak ada api Namun sekall lagi saya bisa

doh foh doshiod e idrobe

\)
KIAI ALHNMADR.SIDINQ

berbesar hati dan menyikapinya. Tetapi justru bosnya Ibu Nimas Ciknaning

o o B A R g e i

Hal. 15 darl 39 hal Put No 0277/Pdt.G/2017/PAXdr
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Dire} e R = SRRSO e
putusa

komentar di media sosial dengan menjelekkan saya. Namun saya sekall
lagl bdak menanggapinya

Karena:

Saya Istrl yang percaya suami,
Memaafkan tanpa mencar kesalahan terus.
s-anwnmhwmmmandw di depan

Sayllsuiylno Whh bukan untuk dhakimi dan

Jh saya Termohon ‘M'nn terjadl  perubahan dalam

melayani Pemohon, l..._d
Memang ada kalanya Mawlwlcapok karena harus bekerja

ketakul

UNlWA@%@E@m
KIAI HAH-ACHMAD STH3 Q

~~E“NB E R
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X Direl o AN S a3 LN 2 asia
% putusa

Sampal akhimya Pemohon dan Termohon kumpul & rumah Orangtua
Termohon untuk  didamaskan. Namun Pemohon marah-marah  dan
mengancam anaknya di bawa pulang ke orangtuanya Bahkan saatl ku
Pemohon juga sudah menunjukkan isi BBM Termohon pada keluarga.
thhkmmwmmmdﬂnmm
masalah, namun Pemow.'d."an emosi, bahkan pada saat di
rumah WTWMWM saudara Aj Bagus
meuunumlmgmd )
mmmmﬂ&mm
dengan baik? e
Selama saya Termohon m
saya kadang meetng K
kepada anak saya

Roche bulan Oktober, memang
Pemohon kemarin menanyakan
n sering meetng ke Malang

dilaporkan pada keluarganya, melihat sikap Termohon yang tdak bisa

UNI%RQ*I&%"?QWM’ SR
ok o Ty o e

kam| bicara panjang lebar di Alun-Akn Batu. dan saya masih

KIAI E

Hai. 17 dari 39 hal Put. No 0277/Pdt. G/2017/PA Xdr

el
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bisa menjaga hivga din saya. Semua terjadh karena Pemohon tidak bisa
dhajak menyelesalkan masatah dengan balk.

Sejsk rbut ettka Pemohon tidak menunjukkan suami yang baik dan
berkaca pada deinya sendini. Bahkan Pemohon selalu mengumpat umpat
saya bak lewat telefon maupun WA, bahkan berulang-ulang menefon
saudara A)l Bagus Pramana untuk meminta saya  lewat telefon
Bagamana bisa Pemohon mendapatkan hatl saya kalau kelskuannya

tidak diperbaiki

Memang saya Termohon 1 jak damal dengan cara masih f—
menghukum saya secara ngan selals marah dan mengungkit

permasalahan, dan 5 keluar grup ansan,

menghapus BBM, WA, 0 bagaimana kita bisa

Mwawb&nwu‘mwru:mhm«w

KIAI n,&m&cmrf"mq
] E M.B.E. Becomue

eaer -

POty
E:"-""'"‘IQ“’ Tl G200 $908 . ST = —p— e Mot

]

dinighibldinkhaside d  dgdhiphbldmkhssde d ododiblomk hes de 1 ibgisbliinkhas de sd odbpilibdmbhaside id
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Direb "~ o o B S E]

Namun i saat proses persidangan bim berfangsung Pemohon malah
amosainys meluap-luap, Pemohon dengan sengaja menyebarkan foto
sweat gugatan ceral ke teman teman kena, ke atasan Termohon, ke atasan
saudara Aj Bagus Pramana dengan tujuan mempermalukan sxya

Yang kedua Pemohon juga melaporkan saya Termohon berulang-ulang ke
alasan saya langsung, moaupun atasan saya yang lebih tinggl masalah
perihal bahwa saya melakukan Kes: dengan pamit meeting temyata
tidak meeting, dengan tuuan Jpafemmmhmsumidm
perusahaan dan uju namun dalam hal ini
amsmlumlbqalsammﬁpk ngannya dengan pekenaan,
mmmmmn}amnmmmm

ber akhlak, bahkan saat di nasehati teman temannya dia tetap tdak mau

UNINERSITAS ISEANMINELER]
KIAI HATEAGHMATSTSDIQ

ity hal tdak masuk akal, karena masih ada

~fPft B E R

Hal 19 darl 39 hal Put. No 0277/Pdt G201 7/PA Kdr
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Sampal saat Inl saya berusaha bersikap bak kepada Pemohon,bahkan
kadang kaml masih satu rumah dengan Pemohon, mengantarkan anak
anak untuk  menemul  Pemohon, Namun permohon  tetap  tdak
menuryukian etka yang baik dengan tetap membiarkan postingan BBM
sampai saat inl masih ada.

Saat ini saya Termohon memang sudah tidak bekea karena
pengurangan karyawan. Namun saya akan bekena kembali dalam waktu
dehn.oemmmpum’,ammu’umwbaiuammm
onak dan masih bisa ‘Emmwmm

- I

jawab Termohon dan
Jika Pemohan n %nm.mmwmm
bullnd-wwnpsl” gan alasan karena masih ado
Wmmm ccllan rumah 3 4jt. listrik 600 b, PDAM

p nya sudah disepakas kalau nantl
otomatis Pemohon tidak akan

anak saya juga trauma dengan sifat temperamen Pemohon
3. Jika Pemohon keberatan memberi nafkah 3jt per bulan, saya Termohon

UNI Vi Résd A ASed Sioddvd-idtoibai |

dmuyllumyoummnkuyaabmwamh

JEMBER

Hal. 20 dan 39 hal. Put. No. 0277/Pde G201 7/PA Kdr

——
I st ey 0 Toe ) ¢ 130 i0a P o er) fong =, Halwman 20

diethinbivtindchns b 1d - dodgnbinidmcusat 1 d o bibnhindebues st 18 pdigbitnindebms b o db ochinibyidrakehas st 1d



117

Diret HEASIS el = CCCIN

kedua anak saya tidak dekat dengan nenek kakeknya di Malang tanpa
ada saya ibunya. Kedua anak saya sejak kecil dekat dengan neneknya
di Pare (b Termohon) bahkan setelah lahir #bu Termohon yang
merawatnya dan saat ini anak kami Jafta Adriano Cahyaputra sudah
bersekolah di Playgrup di rumah crangtua Termohon dan sangat dekat
sekali dengan ibu Termohon,
Bahwa atas rephk WIMP@WUWM
Termohon Konpensi, TWM Konpensi telah
mmwmwmmuwmmm

rekonpensi semula. - y ' 4
Bahwa mmwmmm dati-daliinga,  telah

mengapkan alat bukti berupa OO = -sural bermeteral cukup dan
telah dicocokkan dengan aslingd, sebagal berkut
1. Fotokopl Kartu Tanda P
18 Juli 2012, yang d

5710104067 70002, tanggal
nsi Jawa Timur, Kota Kedin,

KIAI HAJ mwxmmsmmq

suami isteri sﬁgﬁ menikah sekitar bulan Agustus tahu

] B

Hal 21 dari 39 hal. Put No 0277/Pdt G/2017/PA Kir
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. - - . - - . e o

- Bahwa saksi lahu maksud Pemohon menghadap ke Pengadian
Agama ini adalah untuk mengajuka permohonan cerai talak terhadap
Istrinya;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertemnpat tinggal
bersama dan bergaul sebagasmana layaknya suami isterl & rumah
sendin di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mogporoto, Kota Kedin,

- Bahwa sefama perkawinan saat ini Pamohon dan Termohon

telah dikarunial 2 anak tersebut dalam asuhan
Termohon,
- Bahwa saksi tahu rn gga mereka rukun  dan

harmonis, mm%?wmmmmmm
mnwmmw sering teradi perselisihan dan

Al

UNIVERSERA : ,...,,. E’Rl
KIAI HAH-AGHMAD STODIQ
JEMBER

Hal. 22 darl 39 hal. Put No 0277/Pdt G/2017/PA Kir
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Direb ° - saars % =  sec s agla

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon;

2. NIMAS CIKNANING binti KM. MASCIK. umur 42 tahun, agama
Katholik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di X Pamenang No 11
Katang Desa Ngasem RT. 006 RW.03, Kecamatan Sukorejo,
Kabupaten Kediri, m:;n sumpah memberikan keterangan sebagal

menghadap ke persidangan inl

an pe onan ceral terhadap Termohon;
- Setahu saksi B - setelah 1 , Pemohon dan Termohon

bentempat ting| ... bergaul sebagaimana layaknya
i n Sukoramek Kecamatan

on ke Gereya;
i Pemohon dan Termohon
ak tersebut dalam asuhan

dchpm ratus ribu rupiah);

UNIVER:SHIA& A5 | b eIl § b
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- Direb o - 7 asia
putusa

- Bahwa saksi masih berharap Pemohon dan Termohon rukun
kembali dan saksi sanggup untuk merukunkan mereka berdua
asalkan dibern wakiu;

Bahwa atas keterangan saksi-saks| tersebul. kedua belah pihak
merasa tidak keberatan ;

Bahwa oleh karena saksi || dari Pemohon menyatakan masih
sanggup untuk merukunkan Pc'lynon dan Termohon, dengan demikian

Majelis Hakim memberikan kepada saks: tersebut
untuk merukunian dan m

Bahwa setelah yang eh Majelis Hakim kepada
saksl tersebut untuk L - mendamalkan Pemohon dan
Termohon, saksi tersebut di gan menyatakan tolah berusaha

mendamalkan mereka b

3. Fotokopi Akta Kelatwran yang bernama

UNIVERSEAS IS EAMNELER]

KIAT HAEACHMAN-SIDIQ
JEMBER
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Dire} S i 5= et W
putusa

Bahwa selain bukti-bukt tertulis tersebut, Termohon juga telsh

menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berkut;

1 WARSININGSIH bintt SOPAWIRO, umur 69 tahun, agama Kristen
Protestan, pekerjaan Petanl, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono
No. 110 RT02 RW02 Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten
Kedirl, dibawnh sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ©
- }mn dan Termohon karena saksi

mertua dari Pemohon,

KIAI HAH-ACHMAB SHBDIQ

Protestan, demian pula

EM B E R

Hal 25 darl 39 hal. Put. Ko 0277/Pdt G/2017/PA Kar.
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anaknya sejak kecll memang sudah dibaptis dan Pemohon
mengetahul hal tersebut;

- Bahwa Termohon dan analk-anaknys sekamg inl dalam keadasn
sehat-sehat saja, karena mereka kut dengan saksi.

- mmmmmwmmmwu-mw

. m;w-w-ﬁqmnmmmmm
serumah w tetah pisah rumah sejak buian April 2017
mwm putang ke rumah saksi;

« Pemohon hnmlalahh’n masalah sepele, Termohon tdak mau

untuk mengurus permohonan cersinya dengan Termohon,;

UNIVERSITAR LAMNEGERT,
KIAI H%Cmm SIDDIQ

perkawinan hingga saat inl Pemohon dan Termohon

e 44 o s v ot o

d-ngan Teermohon:

Hal 26 darl 39 hal. Put. No 0277/Pdt G/2017/PA Kar
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- Bahwa saksi mengetahui sendei perselisihan dan pertengkaran yang
terjodi antra Pemohon dan Termohon, waktu #u Pemohon datang
ke Pare;

- Bahwa penyebab persefisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon adalah karena disntars mereka ada rasa saling combury,

namun saksi tidak tahu -aki mana yang dicemburul oleh

kemball ke agamanya

serumah lag »? | bulan April 2017
tempat  kediaman

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampatkan kesimpulan temulis

UNmmmNmam
HAIACHNADSINDIQ
"""‘"]’E“”W'B"‘"‘E“"R’“‘“‘““"
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tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan

Termohon;
3. Bahwa permohonan cerad talak ol sudah disetujsl oleh Termohon,

karena memang sudah tidak sesuai lagl dengan tujuan perkawinan,
4. Pemohon menerma apapun keputusan dari Majeks Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini;
Bahwa kemudian mefaln Kuasa Hukumnya tefah
menyampaikan kesimpu! 1 yang pada pokoknya adakah

sebaga berkut - ,—/ 4 ‘3

1 Bahwa Termonhon menclak doé-dail Permohonan Pemohon kecual
hal- hal yang dengan m kebenarannya |

2. Bahwa dall-dail yang terfuang dalam Jawaban yang tidak dibantah
oleh Pemchon harus diaogap teiah terbukii kebenarannya |

. Bahwa Termobon te bukn fotokopl KTP atas nama

o luar kota dan jika ada di Kedin
sratapay

UNTVESREbE £55d SriAevic.

KIAI HidbAd A S 1Q
S S g B g
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Direb - - ST - % = se s+ aela
. b

RS Gambiran Kot Kedwi kemudian Termohon dan anak-anak pulang
ke rumah orang tua Termohon pada bulan Aprll 2017, penyebab
pertengkaran  karena  Pemohon cemburu dan cunga  Termohon
berselingkuh tetapn saksi-saksi lidak pemah meogetahut ada lako-laki
lain yang akrab dtqm Termohon ©

7 Bahwa dalam Rekon, I-5aks juga menerangkan setelah
Pemohon  dan T anak-anak yang bemama
VARIELINA AGITA |

berdasarkan saksi-saksi yang diapkan Penggugat Rekonpensi dan

UNIERSET AS-ISEAM NEGERI

KIAI HATEACHINAD-SIBDIQ
0 0 5L 1 08 L S
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Rekonpensi mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pemernksa

Perkara yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan

DALAM KONPENSI

1 Mengabulkan permohonan talak Pemohon;

2 Menetapkan membeni W Pemohon untuk mengucapkan krar
talak kepada WM’Y sidang Pengadilan Agama Kedin

DALAM REK

1 mﬂolnllun m w darl  Penggugat Rekonpensl

2 Mmuplm mewwpmmmmm
anak-anak  yang pa - NARIELINA  AGITA CAHYAPUTRI

n JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA

permohonan Pemohon dan jawaban Termohon terselxt ¢ atas sena

UNIVERSITAS JSLAMNEGERL.
KIAI HAT-ACHMAD SIDDIQ

M= 2 e =i -

adnlah sebagaimana tersebut o atas |

Hal. 30 dari 39 hal Put No 0277/Pdt G/2017/PA Kdr
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Menimbang, bahwa majelis hakim tefah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil |

Menimbang, bahwa berdasarkan surat buktl (P.2) maka harus
dnyatakan terbukti  Pemohon dan  Termohon teiah  terkal  dalam
perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak
msﬂunhqummummah;

Menimbang, lﬂﬁ‘\b«kn i telah ditunjuk mediator
ZAINUL HUDAYA, SH, neng perdamaian antara pihak-
phak yang boqm&a&,q' menyampalkan laporan tertulls

mengenal hasil kerjanyl yang.menyatakan bahwa upaya perdamaian
antara pihak-pihak yang berpetkara tidak berhasil / proses mediasi telah

=

Pemohon, Termohon maupun darl saksisaksi  yang menyebutkan

UNIVERSH AS T A NEGERT

KIAI HAJEACHEMAR SIRRIQ
"TEMBER™T™™
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dicarl skapa yang salah dan untuk menghindan aress kebohongan besar,
maka majells hakim tetap mewajibkan adanyas akit bokti Wonya;

Memwmbang, balvwa berdasarkan keterangan para saksi d)
persidangan tefah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon
dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetagi segak whun 2016
mmmmmmymmmmmumm
berselingkuh dengan laki-laks
lain, seain mu Termohon m;@y-u ke agamanya semula dan
han antars dan Termohon selsma 2
bulan, maka pertengkaran m ilkan Pemohon dianggap telah

buk; al | el

Menmbang. bahwa genengkafan, antara Pemohon dan Termohon
dalam faktanya adalah dan akhimya antara Pemohon
dan Termohon sudah tid gl selama 2 bulan dan sudah

tidak ada lagl : sefupgga sejak (it hak dan
kewajiban sebaga 1 S : terlaksana, sementara
‘ gup lagl merukunkan

KIAL HAFACHMABSIDIQ
W, T e

Hal 32 darl 39 hal. Put. No 0277/Pdt G201 7/PA Kae p—
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telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
j0. Pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Isiam. apalagli ndak temyala bedawanan
dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabuskan;
Memmbang, bahwa walaupun Termohon tidak menggugat balik
(rehwm)hnohummymdmn“m. namun oleh
karena perceraian ini atas M(Pomohm) dengan demikian
berdasarkan ketentuan wgmbmwmw
dan mut'ah, Majelis im secara Ex menetapkan nafkah
\ddah dan mur'ah yang harus dib \ Pemohon kepada Termohon,
dan sejalan dengan ketentu (¢) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 dan didasarkan

Mawmbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan

UNBAERSHAS TS A NEGERI
KIAT BAF-ACHMAR SIRDIQ
o o v e i
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fersebut dltas,
dangan demikian Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk
membayar kepada Termohon: mutah dan nafkah iddah sebagaimana
tersebut d atas, sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pamtera Pengadilan

Agama Kediri diperintah I menginmkan salinan penetapan krar
1atak kepada ,'WMWU\MMM
bertempat tingg: ! é’d Pencatat Nikah di tempat

perkawinan Pemahon ?u Wmm;

Hal 34 darl 39 hal, Put. No 0277/Pdt G201 7/PA Kdr
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atas nama kedua orang anak tersebut o atas, yang merupakan bukt
autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
untuk Hu, terbukt dengan jelas dan meyakinkan bahwa kedua orang anak
tersebut adalah anak kandung dan Penggugat Rekonpens: dan Tergugat
Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi
Penggugat Rekonpensi yang

merupakan ibu kandung dan "'13. terbukti bahwa Penggugat
Rekonpensi/Termohon liglq':mg ini sudah kemball lagi ke
sekarang ini tinggal bersama or tersebut yang menganut akidah
yang sama; al | eeed

Menimbang, b n ketentuan Pasal 41 hurut a
Undang-Undang Nom: Tentang Perkawinan, perceraian

untuk memelihara dan mendicik

Hukum Islam tersebut terdapat pengecualian, yatu apabia terbukti bahwa

UNIYERSHAS (STAMNECER)
KIAI BALACHMADSIDDIQ
““TEMBER"
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pengasuhan (Hadhonah) terhadap anaknya yang belumn mumayyiz. Hal ini
didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab Kéayatw! Akhyar, Juz I,
halaman 84, yang artinya sebage berlkut :
‘syarat-sywrat bagr orang yang akan melaksanakan tugas
hadhanah ada tyuh macam : berakal sehat, merdeka. beragama
Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak
bersuami baru. Apabilla kwang satu diantara syaral-syaal
tersebut, gugur hak hadhonah dari tangan ibu”

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Magelis

Menimbang, ketentuan Pasal 1 angka 11
Undang-undang 23 Tahun Perlindungan Anak yang
menyalakan bahwa “.l kekuasaan oranglua untuk

mengasuh, mendicik. Memeshara, Membina. meindungi, dan menumbuh-
kembangkan anak semen agama yang dianutnya dan
kemampuan, bakat i berarth anak harus diasuh sesuai
perkembangan mental  dan

dan pertimbangan sera
demikian Majels Hakim

secara kekelumgaan dan keduanya sepakat untuk membuang (mendrop)

UNIVERSITASISLANVENEDERL.

KIAT HAR-SEHMAL-SHB 0Q
JEMBER
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Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat
Rekonpens| untuk seluruhnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang. bahwa perkara inl dalam lingkup bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayal (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana yang lalub.’pahmumnmam Undang-
Undang Nomor 50 Tahun m;r perkara dibebankan kepada
Pemohon Konpensi(Te: 8

Mengingat Hﬂw a peraturan perundang-
mmmmﬂwvf’“‘ mwﬁmdewmum

NIE CAHYADIE, ST. Bin
it terhadap Termohon
OND) & depan sidang

dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk

UNIYERSITASTSTAM NEGERI
KIAI mx:ymmmn "STDDIQ

PENSI DAN REKONPENS!

B ER

Hal 37 dan 39 hal Put No 0Z77/Pdt G/2017/PA Kdr.
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= Menghukum  Tergugat  Rekonpensi/Pemochon  Konpensi  untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381 000.- (vga ratus delapan
puluh satu bu rupiah),

Demikian diputuskan of Kedri pada had Rabu, tanggal 20
Septomber 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438
Higtyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada
harl Ity juga oleh kami Dis, ABDUL ROSYID, MH sebagal ketua majelis
/ H MH dan Drs. MISWAN, SH
gota dibantu HARTONO, SH. sebagal

UNlVERSfrAs lsmM NEGERI
KIAI Haﬁil AGHM«AD SIDDIQ
JEM B ER
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Jumiah Rp 381,000~
(tiga ratus delapan puua satu nbu rupiah)

N
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
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